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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PEDOMAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT

KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK),
HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI /IUPHHK - HT})
DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa hutan sebagai satah satu penentu sistem penyangga
kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun
kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan
secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari,

bahwa sistem pengelolaan hutan dan perkebunan vyang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, harus menampung
dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya,
serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum;

bahwa operasional kegiatan yang bergerak di sektor kehutanan dan
perkebunan dapat menimbulkan kerusakan dar atau pencemaran
lingkungan yang akan mengakibatkan perubahan terhadap
ekosistem lingkungan;

bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan Hak
Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan yang dapat
menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup,
dipandang perlu melaksanakan Penilaian Program Peringkat Kinetja
Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan
Perkebunan;,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b,
¢ dan d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Program Peringkat Kineria Perusahaan Hak
Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan terhadap
pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya {l_Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman
Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3556);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa mengenai Perubahan
lkiim (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3557);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 3839):

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1973 Tentang Pengawasan
atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian
Perencanaan Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1995 Tentang Perlindungan
Tanaman,

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan
Tanaman;

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1996 Tentang Pelaksana
Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838):

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian
Pencemaran Udara;

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Limbah B3,

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biom Masa
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4068);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Tentang Perencanaan
Kehutanan;
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan
Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai
Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 / Menhut-11/2005 tentang
Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka pengembangan usaha
Budidaya Perkebunan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Waijib Dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-11/2007 Tentang
Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman industri dan
Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman:

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-11/2007 Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-
11/2007 Tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan dan
Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan
Tanaman;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39 / Menhut-11/2008 Tentang
Tata Cara pengenaan Sanksi Admnistrasi Terhadap Pemegang ljin
Pemanfaatan Hutan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts-1i/1993 Tentang
Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Pengusahaan Hutan:

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995
Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak bergerak;

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 206/Kpts-
{1/1995 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pembuatan
Hutan Tanaman

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996
Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-
/1999 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-
[1/1999 Tentang AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya
Pemantauan  Lingkungan  Pembangunan  Kehutanan dan
Perkebunan:
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Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002
Tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup;

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 4795/Kpts-
1172002 Tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam
Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan:

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 4796/Kpts-
/2002 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam
Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun
2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perijinan
Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber
Air;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2005
Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79 /Kpts-Il / 2008 Tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilyah Propinsi
Kalimantan Timur;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur:

Keputusan Gubernur KDH Tingkat | Propinsi Kalimantan Timur
Nomor 339 Tahun 1988 Tentang Baku Mutu Lingkungan di
Kalimantan Timur;

Keputusan Gubernur KDH Tingkat | Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 050/K.443/1999 Tentang Penetapan hasil Padu Serasi Antara
RTRW dengan TGHK Provinsi Kalimantan Timur;

Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun
2002 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan
Usaha Lainnya Dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(BAPEDAL) Nomor 03/Bapedal/09/1995 Tentang Persyaratan Tehnis
Pengelolaan Limbah B 3;

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(BAPEDAL) Nomor 05/Bapedal/09/1995 Tentang Simbul dan Label
Limbah B 3;

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(BAPEDAL) Nomor 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Tehnis
Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(BAPEDAL) Nomor 105 Tahun 1997 Tentang Pedoman Pemantauan
Pelaksanaan RKL dan RPL;

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(BAPEDAL) Nomor 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis
Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tak Bergerak;

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(BAPEDAL) Nomor Kep 01-05/Bapedai/09/1995 Tentang Tata Cara
Penyimpanan, Pengumpulan, Pengolahan dan Penimbunan Limbah
B3.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK
PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / I[UPHHK), HAK PENGUSAHAAN
HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK - HT) DAN
PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan dan Kriteria/Indikator Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan
Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan
sebagaimana lampiran | I, Ill, IV, V, VI, dan VIl peraturan ini.

Pasal 2

Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan adalah sebagai
salah satu upaya pengawasan dan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan
hidup di Provinsi Kalimantan Timur,

Pasal 3

Pedoman sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 peraturan ini adalah merupakan panduan
dalam memberikan Penilaian terhadap Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan
(HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan
Perkebunan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Kalimantan Timur.

Pasal 4

Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/UPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan yang telah melakukan kegiatan minimal 2 (dua)
tahun wajib mengikuti Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan
(HPH/AIUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTIAUPHHK-HT) dan
Perkebunan.

Pasal 5

Penilaian dalam rangka Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan
(HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTIIUPHHK-HT) dan
Perkebunan ini dilakukan minimal 6 (enam)} bulan sekali dan hasiinya dipublikasikan 1 (satu)
tahun sekali oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 6

Penifaian akan dilakukan oleh Tim Evaluasi yang di Koordinir oleh Bapedalda Provinsi
Kalimantan Timur dengan melibatkan Dinas / Instansi Terkait, Perguruan Tinggi dan Unsur
Pemerintah Kabupaten / Kota dimana kegiatan tersebut berada.

Pasal 7

Penilaian dalam rangka Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan
(HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTIIUPHHK-HT) dan
Perkebunan diwujudkan dalam bentuk sertifikat dan bendera peringkat, khusus bendera wajib
dikibarkan oleh perusahaan yang memperolehnya.
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Pasal 8
Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Program Peringkat Kinerja

Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
(HPHTI) dan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarjnda
pada tanggal 15 Jghuari 2009

NUR KALle/NTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

H. SYAIFUL TETENG
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 1



LAMPIRAN |

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN
2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
(HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(HPHTI / IUPHHK - HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH/IUPHHK)
TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Aspek-Aspek Yang Dinilai Dalam Program Peringkat Kinerja (Proper) Hak Pengusahaan
Hutan (HPH/IUPHHK)

1. Aspek Perencanaan, meliputi :
Rencana Karya Pengusahaan Hutan/ Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (RKPH/RKUPHHK)

Rencana Karya Lima Tahun (RKL)

1.1.

1.2,
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Rencana Karya Tahunan (RKT) / Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKTUPHHK)

Pemetaan dan ketersediaan foto udara / citra landsat

Tata batas dan penataan areal kerja / PAK

Inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP)

inventarisasi hasil hutan non kayu
Kesesuaian RKPH/RKUPHHK, RKL, RKTUPHHK dengan dokumen AMDAL

2. Aspek Kelestarian Produksi, meliputi :
Pembangunan Jalan Hutan

2.1.

2.2,
2.3.
24,
2.5.

2.6.

2.1.1. Perencanaan

2.1.2. Pembuatan Jalan Induk/ Utama dan Jalan Cabang

2.1.3. Pembuatan Jembatan dan Gorong - Gorong

2.1.4. Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu

Teknik Penebangan
Pembuiatan TPN dan TPK
Kesesuaian volume tebangan dengan jatah produksi tahunan (JPT)

Kelestarian fungsi hutan

2.5.1. Persemaian
2.5.2. Rehabilitasi TPK
2.5.3. Bangunan Sipil Teknis

Produksi

2.6.1.
26.2
2.6.3.
2.6.4,
2.6.5.
2.6.6.
26.7.

Laporan Hasil Penebangan
l.aporan Hasil Produksi

Lapeoran LLuas Tebangan Tahunan
Peta Rehabilitasi Luas Tebangan
Batas Biok Tebangan
Penebangan diluar Blok

Sistem Pengawasan oleh Perusahaan
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3. Aspek Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

3.1.

3.2.

3.3.

Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Tinggal
Penerapan Silvikultur pada Inventarisasi Tegakan Tinggal
3.2.1. Pembebasan Tanaman

3.2.2. Jenis Tanaman dan Kapasitas Persemaian
3.2.3. Penelitian dan Pengembangan

3.2.4. Pengukuran Plot

3.2.5. Pelaporan Hasil Pengukuran

3.2.6. Tabel Volume Lokal

Identifikasi dan Seleksi Jenis Pohon Permudaan
3.3.1. Penentuan Pohon Inti

3.3.2. Jumlah Pancang

3.3.3. Jumlah Tiang

3.3.4. Penyimpanan Data

4. Aspek Konservasi dan Lingkungan, meliputi :

41.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

Konservasi Tanah

4.1.1. Penanaman Areal Kosong

4.1.2. Penanaman Kanan - Kiri Jalan

4.1.3. Rehabilitasi TPN

4.1.4. Penjarangan

Perlindungan Ekosistem

4.2.1. Pengelolaan Kawasan Lindung

4.2.2. Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah
4.2.3. Pengelolaan Kebun Benih 100 Ha / RKL

4.2.4. Perlindungan Daerah Penyangga
Perlindungan Flora dan Fauna

4.3.1. Inventarisasi Flora dan Fauna Langka

4.3.2. Pencegahan Perburuan Satwa

Pengendalian Kerusakan

4.4.1, Perangkat Pemantauan Erosi dan Sedimentasi
4 42 Tindakan Pencegahan Erosi

4.4.3. Pencegahan Pencurian dan Perambahan Hutan
4.4 4. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
Perlindungan Hutan

4.5 1. Pembukaan Lahan Tanpa Izin

4.52. Pencegahan Penebangan Pohon Dilindungi
4.5.3. Pencegahan Penebangan Liar

4.5.4. Pencegahan Perambahan Hutan
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4.6. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.6.1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.6.2 Organisasi Unit Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)
4.6.3. SDM Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)
4.6.4. Anggaran Pengelolaan Lingkungan
4.6.5. Dokumen Lingkungan
4.6.6. Prosedure Tanggap Darurat
4.7. Pengelolaan Limbah B3
4.7.1. SOP Pengelolaan Limbah B3
4.7.2. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
4.7.3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
4.7 4. Penyerahan dan Pemanfaatan Limbah B3
4.8. Pengelolaan Workshop dan Tempat Penyimpanan EBM
4.8.1. Pengelolaan Workshop
4.8.2. SOP Workshop
4.8.3. Tempat Penyimpanan BBM
4.9. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan
4.9.1. Ekolabel
4.9.2. 1SO 14001
4.9.3. Sertifikasi PHPL
4.9.4. Audit. Lingkungan

5. Aspek Sosial Ekonomi, meliputi :
5.1. Ketanagakerjaan

5.2. Keselamatan Kerja
5.3. Pembangunan Kemasyarakatan
5.3.1. Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan
5.3.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
5.3.3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
5.3.4. Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan
5.3.5. Pembangunan Infrastruktur
5.3.6. Penyelesaian Konflik Sosial dengan Masyarakat

Samarinda, 15 Januari 2009

ERNUR KALIMAN/AN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK



LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN
2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
(HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(HPHTI / IUPHHK - HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN
INDUSTRI (HPHTVIUPHHK-HT) TERHADAP PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Aspek-Aspek Yang Dinilai Dalam Program Peringkat Kinerja (Proper} Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri (HPHTINUPHHK-HT)

1. Aspek Perencanaan, meliputi :
1.1. Penyusunan Rencana, berupa studi kelayakan, Rencana Karja Pengusahaan HTI

(RKP-HTI),

Rencana Karya Tahunan HTI (RKT-HTI).

1.2. Penataan Hutan, yaitu pembuatan tata batas unit HTI, pembentukan bagian unit,

pembagian

blok / petak dan risalah petak.

1.3. Pembukaan Wilayah Hutan, berupa penatagunaan lahan hutan, penetapan kelas

kesesuaian

lahan, potensi produksi masing-masing kelas lahan pada akhir daur, sistem

site index setiap jenis tanaman, potensi produksi masing-masing site index pada akhir
daur, ketersediaan data analisa jenis tanah/peta tanah, ketersediaan peta jenis
tanaman HTI, ketersediaan volume produksi setiap jenis tanaman pada masing-masing
areal HTI, prasarana jalan utama dan jalan cabang dan pembuatan dan pemasangan
rambu-rambu.

2. Aspek Pengorganisasian, meliputi :
2.1. Struktur Organisasi Unit HTI
2.2. Uraian Tugas / Tata Kerja
2.3. Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan
2.4. Pengembangan Kemampuan dan Karir Tenaga Teknis Kehutanan

3. Aspek Pelaksana & Pengawasan, meliputi :
3.1. Pelaksanaan :
3.1.1. Pengadaan benih, terdiri dari :

Asal

benih, pembangunan sumber benih, penyimpanan benih, kualitas benih.

3.1.2. Pengadaan bibit, terdiri dari :

Asal

bibit, persemaian, SOP persemaian, Kkualitas bibit, administrasi

persemaian.
3.1.3. Pembuatan tanaman, terdiri dari :

1.

2.

3.

4,

Penyiapan lahan, meliputi :pembersihan lapangan, pengolahan tanah,
SOP pengolahan tanah, pengawetan tanah.

Penanaman, meliputi : realisasi tanaman, prosentase tumbuh,
kualitas tanaman, pengaturan jarak, administrasi tanaman.

Pemeliharaan tanaman, meliputi . intensitas pemeliharaan tanaman,
penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukan.

Sekat bakar, meliputi ; pembuatan sekat bakar dan jenis sekat bakar.

3.1.4. Pemeliharaan tegakan, terdiri dari :

1.

2.
3.

Pemangkasan cabang, meliputi : realisasi pemangkasan, dan kualitas
pemangkasan.

Penjarangan, meliputi : realisasi penjarangan dan kualitas penjarangan.
Administrasi pemeliharaan tegakan.



2.

3.1.5. Pengadaan sarana dan prasarana, terdiri dari :

1. Pondok kerja, meliputi : pembuatan pondok kerja dan kualitas pondok
kerja.

2. Base camp, meliputi : sarana base camp, tata ruang base camp, sarana
perkantoran, air, perumahan karyawan, sarana ibadah, sarana
pendidikan, sarana kesehatan, sarana bersih, sarana olah raga, sarana
rekreasi, dan sarana koperasi.

3. Peralatan/ perlengkapan, meliputi : peralatan kantor, peralatan lapangan/
survey, peralatan berat, dan peralatan perbengkelan.

4. Sarana transportasi, meliputi :angkutan tenaga kerja, dan angkutan
barang.

9. Administrasi sarana dan prasarana, meliputi : administrasi rencana
dan realisasi pengadaan sarana dan prasarana dan administrasi dan
realisasi pemeliharaan saranan dan prasarana.

3.1.6. Penelitian dan pengembangan, terdiri dari :
Kegiatan penelitian dan pengembangan, uji coba tanaman, uji coba pemuliaan
tanaman, penelitian silvikultur, penelitian tanah, penelitian penanaman,
penelitian sosial ekonomi kehutanan, manajemen, hutan kemasyarakatan dan
crganisasi penelitian.

3.2. Pengawasan:
3.2.1. Pengawasan administrasi, terdiri dari :
Laporan ketenagaan dan laporan keuangan.
3.2.2. Pengawasan teknis, terdiri dari :
Laporan kemajuan pekerjaan, pemeriksaan fisik, organisasi pengawasan dan
SOP pengawasan intern.

4. Aspek Konservasi dan Lingkungan, meliputi :
4.1. Perlindungan Hutan
4.2. Perlindungan Ekosistem, yaitu :
4.21. Pengelolaan kawasan lindung, terdiri dari :
Organisasi pengelola dan rencana kerja & anggaran.
4.2.2. Pengelola sempadan sungai, terdiri dari :
Tata batas, ketersediaan papan peringatan dan pengkayaan.
4.2.3. Pengelolaan sempadan danau/waduk/situ, terdiri dari :
Tata batas, ketersediaan papan peringatan dan pengkayaan.
4.2.4. Pengelolaan sempadan mata air, terdiri dari :
Tata batas, ketersediaan papan peringatan dan pengkayaan.
4.2.5. Pengelolaan areal kawasan perlindungan plasma nutfah (KPPN), terdiri dari :
Tata batas, penetapan & pengukuhan kawasan dan rencana kerja & anggaran.
4.3. Perlindungan Flora dan Fauna, yaitu :
4.3.1. Inventarisasi flora dan fauna langka/dilindungi.
4.3.2. Usaha pencegahan perburuan, terdiri dari :
Gambar satwa yang dilindungi dan papan tarangan berburu.
4.3.3. Koridor satwa/petak pengungsian satwa.
4.3.4. Areal kelerengan > 40 %.
4.4. Pengendalian kerusakan, yaitu :
4.4.1. Perangkat pemantauan erosi/sedimentasi (SPAS/pengukur manual).
4.4.2. Sistem pencegahan erosi dan sedimentasi.
4.4.3. Pelaporan hasil pencatatan dan evaiuasi.
4.4.4. Tindakan pencegahan erosi, terdiri dari :
Plot pemantauan erosi, penanaman cover crop pada areal tebing dan rintangan
erosi.
4.4.5. Pengendalian hama dan penyakit, terdiri dari :
SOP pengendalian hama dan penyakit, unit khusus yang menangani hama &
penyakit dan sarana & prasarana pengendalian hama dan penyakit.



4.5.

4.486.

447
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Pencegahan pencurian dan perambahan kawasan, terdiri dari :

SOP pencegahan pencurian dan perambahan kawasan, unit khusus
pengamanan hutan, perlengkapan keamanan, kegiatan patroli &
penyuluhan kepada masyarakat, penyelesaian konflik dan SOP
penanganan konflik lahan.

Pencegahan dan pengendalian kebakaran, terdiri dari :

SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran, unit khusus pengendalian
kebakaran, rencana kerja anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana
pengendalian kebakaran hutan, ketersediaan early warning sistem, stasiun
pengamat iklim, upaya preventif pengendalian kebakaran hutan, yang
meliputi ketersediaan papan peringatan/himbauan dan kegiatan penyuluhan,
sosialisasi & pembinaan kepada masyarakat, kejadian kebakaran dalam
satu tahun terakihir dan perlindungan flora dan fauna.

Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

4.51.
452
4.53.
454,
455

456

45.7.

4.5.8.

459

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Organisasi Unit PLH.

SDM pelaksana PLH.

Anggaran pengelolaan lingkungan.

Dokumen AMDAL, terdiri dari :

Dokumen AMDAL, UKL/UPL, pelaksanaan pengelolaan lingkungan,
pelaksanaan Pemantauan lingkungan, kesesuaian antara RKL & RPL,
SOP pemantauan  dan pengelolaan lingkungan dan prosedure tanggap
darurat.

Pengelolaan Limbah B3, terdiri dari :

SOP pengelolaan limbah B3, tempat penyimpanan sementara limbah
B3, izin penyimpanan sementara limbah B3 dan penyerahan & pemanfaatan
limbah B3.

Pengelolaan workshop dan tempat penyimpanan BBM, terdiri dari :
Pengelotaan workshop, SOP workshop dan tempat penyimpanan BBM.
Sertifikasi pengelolaan lingkungan, terdiri dari :

Ekolabel, ISO 14001, sertifikasi pengelolaan lingkungan lainnya dan audit
lingkungan.

Dampak lingkungan, terdiri dari :

Erosi dan banjir.

5. Aspek Sosial Ekonomi, meliputi :

Penyerapan Tenaga Lokal & Perluasan Kesempatan Kerja.
Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan.
Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat.
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan.

Pembangunan Infrastruktur.

Konflik Sosial dengan Masyarakat. .

5.1.
52.
53.
54.
55.
5.6.
5.7.

Samarinda, 15 Januar}‘ 2009

GUBERNUR KALIMANT;&N TIMUR,

I

H. AWANG FAROEK ISHAK
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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK
PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / I{UPHHK - HT) DAN
PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

Aspek-Aspek Yang Dinilai Dalam Program Peringkat Kinerja (Proper) Perusahaan Perkebunan

1. Aspek Manajemen, meliputi :
1.1. Perencanaan Tahunan Perusahaan

LN

Perencanaan 5 Tahun Perusahaan
Tenaga Kerja
Pelaporan

2. Aspek Pelaksanaan, meliputi :
2.1. Pemanfaatan Lahan
2.2. Pemeliharaan Tanaman

2.21.
222
223

Pemupukan
Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma
Teknologi Pengendalian Hama, Penyakit dan Guima

3. Aspek Sosial, Pengahdian dan Lingkungan, meliputi :
3.1. Aspek Sosial

31,

3.1.2.

Jaminan Sosial
3.1.1.1. Sistem Pengupahan
3.1.1.2. Keselamatan Kerja
Fasilitas Sosial Dilingkungan Kebun
3.1.2.1. Pengadaan / Pembangunan Fasilitas Kesehatan
3.1.2.2. Pengadaan / Pembangunan Fasilitas Pendidikan
3.1.2.3. Pembangunan Sarana Ibadah
3.1.2.4. Pengadaan / Pembangunan Fasilitas Olah Raga dan Hiburan

3.2. Aspek Pengabdian Pada Masyarakat

3.2.1.
322
3.23.
324
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan

Pembelian, Pemasaran Hasil Produksi Milik Masyarakat
Penyediaan Bibit / Benih Unggul / Kebun Plasma Untuk Masyarakat
Pembangunan Sarana Jalan

Pembangunan Sarana |badah

Pemberian Beasiswa

Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

3.3. Lingkungan

K4

da
!

. T4

13

3.3.1. Organisasi Khusus Pemantau |PAL
3.3.2. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)
3.3.3. Dokumen AMDAL
3.3.4. Konservasi Tanah dan Air
3.3.4.1. Terasiring
3.3.4.2. Penganekaragaman Tanaman
3.3.5. Pengendalian Kebakaran
3.3.5.1. Petugas Khusus
3.3.5.2. Peralatan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran
3.3.5.3. Pemantauan
3.3.5.4. Ketersediaan Sumber Air / Embung Air
3.3.5.5. Peralatan Penunjang {Sarana Komunikasi}
3.3.5.6. Penyelesaian Konflik / Kasus Lingkungan
- Samarinda, 15 Januari 2002
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LAMPIRAN IV

HIDJP

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN ( HPH / ILPHHK i, HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN
INDUSTRI ( HPHTI/IUPHHK-HT ) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN

INDIKATOR / KRITERIA PENILAIAN LAPANGAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA

PERUSAHAAN (PROPER} HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)

A. DATA UMUM

1
2.

Nama HPH

SK HPH

Tanggal

FA

Alamat/Teip. Kantor
- Pusat

- Cabang

Lokasi

- Adm. Pemerintah
- Adm. Kehutanan
- Kelompok Hutan
- DAS/Sub DAS
Batas Areal Kerja

- Sebelah Utara

- Sebelah Barat

- Sebelah Selatan
- Sebelah Timur
Luas

Status Kawasan

- Hutan Kcnsérvasi
- Hutan Produksi

- Hutan Produksi Terbatas

9 Tipe Vegetasi Hutan

10. Tahun Mulai Pembalakan

- Trial cutting
- Reguler
- Perpanjangan

... Ha
e e Ha
Mangrove/Rawa/Gamh.t/i<erangas/Hutan Hujan Dataran
Rendah/Hutan Hujan 3ukit/inutan Musim



JENIS KEGIATAN NILAl |BOBOTj SKOR
1. PERENCANAAN
1. 1. RENCANA KARYA P:NGUSAHAAN HUTAN (RKPH;}
1. 1. 1. Penyusunan
a Ada dan telah disahkan olen instansi/pejabat yang berwenang 5 1 1
b Aua, namun belum disahkan oleh instansi/peiabat yang berwenang 3 1 06
¢ Ada,namun belum selesai {masih dalam proses penyelesaian) 2 1 0,4
d Tidak Ada 0 1 0
1. 1. 2. Dasar Penyusunan
a Survey 3 0,5 0,3
n Analisa citra satelit 2 0,5 0,2
¢ Analisa Photo Udara 2 0,5 0,2
4 bdanc 2 0.5 0.2
a adanb 3 0.5 0,3
f adanc 4 0,5 04
g abdanc 5 05 0,5
1. 1. 3. Kesesuaian dengan Amdal
a Sangatsesua 5 1 1
p Sesual 3 1 0,6
¢ Kurang sesuai 2 1 0,4
¢ Tidak sesual 0 1 0
1. 2. RENCANA KARYA LIMA TAHUN (RKL)
1. 2. 1. Penyusunan
a Ada dan telah disahkan oleh instansi/pejabat yarg berwenang 5 1 1
b Ada, namun belum disahkan oleh instansi/peiab it yar { berwenang 3 1 0,6
¢ Ada,namun belur selesai {masih dalam proses pervelrsaian) 2 1 0,4
d Tidak Ada 0 1 0
1. 2. 2. Dasar Penyusunan
a Survey 3 0,5 03
y Analisa citra satelit 2 0,5 0,2
¢ Analisa Photo Udara 2 05 0,2
d bdanc 2 0,5 0,2
e adanb 3 | 05 03
f adanc 4 3,5 0.4
g abdanc 5 0,6 05
1. 2. 3. Kesesuaian den¢an Amdal
3 Sangal sesuai 5 1 1
b Sesuai 3 1 0,6
¢ Kurang sesuai ? 1 04
d Tidak sesuai 0 1 0
1. 3. RENCANA KARYA TAHUNAN (RKT)
1. 3. 1. Penyusunan
a Ada dan telah disahkan cleh instansi/pejabat yang berwenang 5 1 1
b Ada, namun belum disahkan oleh instansi/pejabat yan 3 barwenang 3 1 0,6
¢ Adanamun belum selesai - masih dalam preses penytlesaian) 2 1 0.4
d Tidak Ada 0 1 0
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1. 3. 2. Dasar Penyusunan
a Survey 3 0,5 0,3
b Anaiisa citra satelit 2 0,5 0,2
¢ Analisa Photo Udara | 2 05 0,2
g bdanc 2 05 0,2
e adanb 3 0,5 0,3
f adanc 4 05 0,4
g a b,danc¢ 5 0,5 05
1. 3. 3. Kesesualan dengan Amdal
a Sangat sesuai 5 1 1
b Sesuai 3 1 0,6
¢ Kurang sesuai 2 1 0,4
d Tidak sesuai 0 1 0
1. 4. PEMETAAN DAN KETERSEDIAAN FOTQ UD# RA/ CITRA LANDSAT
1. 4. 1. Penataan Areal Kerja / PWH
a Sudah dilakukan 5 1 1
b Segang dilakukan 3 1 0,6
¢ Tidak dilakukan 0 1 0
1. 4. 2. Cara pembuatan
a Survey 3 0,5 0,3
b Peta Topografi 2 0,5 0,2
¢ Analisa Photo Udara 2 0,5 0,2
g bdanc 2 | 05 0,2
g adanb 3 05 0,3
f adanc 4 0,5 0,4
g abdanc 5 0,5 0,5
1. 4. 3. Ketersediaan dasar pemetaan
g Citra Landsat 3 0,5 0,3
n Citra Spot 2 0,5 0,2
¢ CitraRadar 2 | 05 0.2
d adanb 2 0,5 0,2
e adanc 3 0.5 0,3
f bdanc 4 05 0,4
g abdanc 5 0,5 0,5
1. 5. TATA BATAS
1. 5. 1. Pemancangan batas
a Sudah dilakukan terhadap seiuruh arezal keja 5 1 1
b Sudah dilakuka - namun belum mencakup seluruh aree kerja 3 1 0,6
¢ Tidak dilakukar 0 1 0
1. 5. 2. Pengukuhan batas
a Sudah dilakukan terhadap seluruh areal kerja { Temu 3elang) dan sudah 5 1 1
dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan
b Sudah dilakukan terhadap seluruh areal keria namun helum dikukuhkan oleh 3 1 06
Menteri Kehutanan
¢ 3udah dilakul.an ramun belum mencakup seluruh aree: ke fa 1 0,4
d Tidak dilakukan 1 0
1. 6. INVENTARISASI
1. 6. 1. TSP DAN SURVEY TOPOGRAF!
a Dilakukan pada seiuruh areal penebangan 5 1 1
b dilakukan namun fidak seluruh areal penebangan 3 ! 0,6
¢ Tidak dilakukan 0 I 0
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1. 6. 2. Dasar pelaksanaan
a Survey 3 0.5 0,3
b Analisa citra satelit 2 0,5 0,2
¢ Analisa Photo Udara 2 0,5 0,2
d bdanc 2 0.5 0,2
g adand 3 0,5 0,3
f adanc 4 0,5 04
g a b, danc 5 05 0,5
1. 6. 3. Penyimpanan data ITSP dan Survey Topogr-fi
s File komputer ( Cigitail ) 3 0,5 0,3
b File manual 3 0.5 0,3
¢ adanb 5 0,5 0,5
d Tidak adafile 0 0,6 0
1. 6. 4, Peta Pohon
a Dibuat pada seluruh areal berdasarkan tahap~n penebangan (produksi) 5 1 1
b Dibuat namun tidak mencakup seluruh areal serdasarkan tahapan penebangan 3 1 0.6
{produksi)
¢ Tidak Dibuat 0 1 0
1, 6. 4. Inventarisasi hasil hutan non kayu
a Dilakukan pada seluruh areal berdasarkan tehapan pe 1ebangan (produksi) 5 0,5 05
b Dibuat namun tidak mencakup seluruh areal berdasarkan tahapan penebangan 3 0,5 03
¢ Tidak dilakukan _ 0 0,5 0
SKOREI 15
]
2. 1. JALAN HUTAN
2. 1. 1, Perencanaan hutan
a Oibuat berdasar countur 5 1 1
p Oibuat tidak berdasarkan countur 3 1 05
¢ Tidak dibuat 0 1 0
2. 1. 2. Pembutan jalan
2. 1, 2. 1. Standar Jalan induk, Jalan Cabang dan Jaian Ranting
a > 80 % sesuai rencana 5 0,5 0,5
b 70-80 % sesuairencana 4 C.5 04
¢ 60-70 % sesuairencana 3 0,5 0,3
d <60 % sesunirencana 1 0,5 0,1
2. 1. 2. 2. Jalan sarad
a >80 % sesuaire icana 5 0,5 0,5
b 70-80 % sesugi rencans 4 0,5 0,4
¢ 60-70% sesua encana 3 0,5 0,3
d <80 % sesuai rencana 1 0,5 01
2. 1. 3. Pembuatan jembatan dan gorong-gorong
a > 80 % cari kebatuhan [ 0.5 0,5
5 70-80% dari kebutuhan 4 0.5 0,4
¢ 60-70% -ari kebutunan 3 0,5 0,3
d <60% dari kebutuhan 1 0,5 01
2. 1. 4 Pembuatar dan pemasangan rambu-rambu Lalul ntas Jalan Hutan
a Ada, jumlahnya mencukupi dan penempataninya pada :0knsi yang tepat 5 0.5 0,5
b Ada, jumiahnya mencukupi namun penempatannya ki:-ang tepat 3 0,6 03
¢ Ada, namun jumialinya kurang mencukupi 1 0,5 0,1
2. 1. 5 Pemasangan Fal Km da1Hm
a Ada, jumlahnya riencukupi dan penempatannya pace |a4asi yang tepat 5 0.5 0,5
b Ada, jumlahnya mencucupi iamun penempatannya <urang ‘epat 3 0,5 0,3
¢ Ada, namun jumlahnya kurang mencukupi 1 0,5 0,1
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2. 1. 6 Pemeliharaan jaizn utama )
5 Dilakukan secara rutin 5 1 1
b ditakukan namun tidak rutin 3 1 0,6
¢ Tidak dilakukan 1 1 0,2
2. 1. 7 Penebanganr polion
a > 80 % sesuai peta pohon 5 0,5 05
b 70-80 % sesuai peta pohon 4 0,5 04
¢ 60-70 % sesuai peta pohon 3 0.5 0,3
d <80 % sesuai peta nohon 1 0.5 0,1
2. 1. 8 Arah rebah
a > 80 % sesua pele pohen 5 05 0,5
b 70 - 80 % sesuai peta pohn 4 0.5 04
¢ 80-70 % sesuai peta pohcn 3 0,5 0,3
d <30 % sesuai peta pohon 1 05 01
2.1, 9TPN
s Dibuat berdasarkan potensi tegakan 3 0.5 0,3
p Dibuat berdasarkan lingkungan 3 0,5 0,3
¢ adanb 5 0,5 0,5
d Tidak a dar fidak b 0 05 0
2.1. 10 TPK
a Dibuat berdasarkan potensi tegakan 3 0,5 0,3
b Dibuat berdasarkan lingkiingen 3 0,5 0,3
¢ adanb 5 0,5 0,5
d Tidak a dan tidak b 0 0,5 0
2. 2. AAC atau JPT
2. 2. 1. Jumlah pohon yang ditebang
a >JPT 2 1 0,4
b =JPT 4 1 0,8
¢ <JPT 5 1 1
2. 2. 2. Volume poton yang ditebang
a >JPT 2 1 0,4
b =JPT 4 1 08
¢ <JPT 5 1 1
2. 3. KELESTARIAN FUNGSI HUTAN
2. 3. 1. Persemaian
a Dibuat dan mencukupi kebutunan 5 1 1
b Dibuat namun tidak mencukupi kebutuhan 3 1 0,6
¢ Tidak Dipuat 0 1 0
2. 3. 2. Rehabilitasi TPK
3 >80 % sesuairencana 5 0.8 0,5
b 70- 80 % sesuai rencana 4 0,5 0,4
¢ 60-70% sesuairencana 3 2,5 0,3
d <60 % sesuairencana 1 0,5 01
2. 3. 3. Bangunan sipil teknis
a >80 % sesuairn.ncana 5 0.5 0,5
p 70 - 80 % sesuai rencana 4 0,5 0.4
o B0-70 % sesuai rencana 3 0,5 0,3
d <60 % sesuairancana 1 c5 0.1
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2. 4. PRODUKSI
2. 4. 1. Catatan produksi
2. 4. 1. 1. Laporan hasi! penebangan
a Ada 05 0,5
b Tidak ada 0,5 0
2. 4. 1. 2 Pemasangan Label pada tonggak dan bontos ayu
a Ada 5 05 0,5
b Tidak ada 0 0,5 0
2. 4. 1. 3 Laporan hasil p-oduksi
a Ada 3 0.5 0,5
b Tidak ada 0 0,5 0
2. 4. 1. 4 Laporan luas tebangan tahunan
a Ads 5 05 0,5
b Tidak ada 0 05 0
2. 4, 1, 5 Peta realisasi luas tebangan
a Ada 5 0,5 0,5
b Tidak ada C 0,5 0
2. 4. 1. 6 Peta Rehabilitasi Luas tebangan
a Ada 3 0,5 0,5
b Tidak ada 0 05 0
2. 4, 1. 7 Batas biok tebangan
a Ada 0,5 0,5
b Tidak ada 0.5 0
2. 4. 1. 8 Penebangan diluar blok
a Ada 0 0.5 0
b Tidak ada 6] 05 0,5
2. 4 1. 9 Sistim pengawasan cleh perusahaan
a Ada 5 0,5 0,5
b Tidak ada 0 0.5 ]
SKORE Il 15
3. MONITORING DAN EVALUAS|
3. 1. INVENTARISASI TEGAKAN TINGGAL
a Dilakukan pada seluruh areal berdasarkai tanapan nenebarigan (produksi) 9 1 1
b Dibuat namun tidak mencakup seluruh areal be=d: sar«an tahapan penebangan 3 1 0,6
{produksi)
¢ Tidak dilakukan 0 1 0
3. 1. 1. Teknik pelaksanaan ITT
3. 1.1, 1. Pohon
a Survey 3 0.5 0,3
b Analisa citra satelit 2 C,5 0,2
¢ Analisa Photo Udara 2 N5 0,2
d bdanc 2 0,5 0,2
g adanb 3 0,5 0,3
f adanc 4 0,5 0,4
g ab,danc 5 0,5 0,5
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3. 1. 1. 2. Pancang
3 Survey 3 05 0,3
b Analisa citra sntelit 2 G5 0,2
¢ Analisa Photo Udara 2 0,5 0,2
d bdanc 2 0,5 0,2
e adanb 3 0,5 0,3
f adanc 4 0.5 0,4
g ab,danc 5 0.5 0,5
3.1.1 3 Tiang
a Survey 3 0,5 0,3
b Analisa citra satell* 2 05 0,2
¢ Analisa Photo Udara 2 05 0,2
d bdanc 2 0,56 0,2
e adanb 3 0,5 0,3
f adanc 4 0,5 04
g ab,danc 5 0.5 0,5
3. 1. 1. 4. Penyimpanan data
a File kemputer 4 0,5 0,4
b File manual 3 0,5 0,3
¢ adanb 5 0.5 0,5
d Tidak ada file 0 05 0
3. 2. PENERAPAN SILVIKULTUR PADA TEGAKAN TINGGAL
3. 2. 1. Pembebasan
a >80 % dari areal 5 1 1
b 80 - 80 % dari areal 4 1 08
¢ 50-60 % dariareal 3 1 0,6
d <50 % dariareal 1 1 0,2
3. 2. 2. Kapasitas persemaian
a > B0 % dari kebutuhan 5 15 15
5 80-70 % dari kebutuhan 4 1,5 1,2
¢ 60 -70 % dari kebutuhan 3 15 09
d <860 % dari kebutuhan 1 1.5 0,3
3. 2. 3. Jenis tanaman persemaian
5 >80 % unggulan setempat 5 15 1,5
b 80 -70 % unggulan setempat 4 1,5 1,2
¢ G0-70 % unggulan setempat 3 1.5 09
d <80 % unggulan setempat 1 1.5 0,3
3. 2. 4. Penelitian dan pengembangan
a Ditakukan secara periodik tehadap seluruh k 3gialan snbagaimana yang 5 1 1
dicantumkan dalam dokumen RKT
b Dilakukan secara periogik namun t slum dilakukan ternadar seluruh kegiatan 3 1 0,6
sebagaimana vena dicantumkan dalam dokumen RK™
¢ Dilakukan nam: n tidak secara periodik dan belum dilak 1:an terhadap seluruh 2 1 04
kegiatan sebaga mana yang dicantumkan dalam dokumen RKT
d Tidak dilakukan dalam 2 tahun terakhir 0 1 0
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3. 2. 5. Plot pengukuran tetap
a Ada ° 1 1
b Tidak ada 0 1 0
3. 2. 6. Pengukuran plot
a Ada 5 1 1
b Tidak ada 0 1 0
3. 2. 7. Pelaporan hasil pengukuran
a Ada ) 1 1
b Tidak ada 0 1 )
3. 2. 8. Tabel volume lok: |
a Ada 5 1 1
b Tidak ada 0 1 0
3. 3. IDENTIFIKASI & SELEKSI JENIS POHON PERMUDAAN
3. 3. 1. Penentuan pohointi
a Ada, sesuai perawran 5 1 1
b Ada, tidak sesuai peraturan 3 1 0,6
¢ Tidak ada 0 1 0
3. 3. 2. Jumlah pancang
a > 80 % dari kebutuhan 5 1 1
b 80-70 % dari kebutuhan 4 1 08
c 60-70%dari «ebiuaan 3 1 0,8
d <60 % dari kebutuhan 1 1 0,2
3. 3. 3. Jumlah tiang
a >80 % dari kebutuhan 5 1 1
b 80-70% dari kebutuhan 4 1 0,8
¢ 50-70 % dari kebutuhan 3 1 0,6
d <60 % dari kebutuhan 1 1 0,2
SKORE I 15
4. KONSERVAS| DAN LINGKUNGAN
4. 1. KONSERVASI TANAH
4. 1. 1. Penanaman areal kosony
a > 80 % ditanami 5 0,5 0,5
b 80-70 % ditanami 4 0,5 0,4
¢ 60-70 % ditanami 3 05 0,3
d <60 % ditanami 1 0,5 0,1
4. 1. 2. Penanaman kiri kanan jalan
a > 80 % ditanami 5 0.5 0,5
b 80-70% ditanami 4 0,5 0,4
¢ B0-70% ditanami 3 0,5 0,3
d <860 % ditanami 1 0,5 0,1
4, 1. 3. Rehabilitasi TPn
a >80 % ditanami 5 0,5 0,5
h 80-70 % ditanami 4 05 0,4
¢ B0-70% ditanami 3 0,5 0,3
d <60 % ditanami 1 0,5 0,1
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4, 1. 4. Penjarangaan
a > 80 % dari areal 5 0,5 0,5
h 60 -870 % dari areal 4 0,5 0,4
¢ 50-60 % dari areal 3 0,5 0,3
d <50 % dari areal 1 05 0,1
4. 2. PERLINDUNGAN EKOSISTIM
4. 2. 1. Pengelolaan kawasan lindung
4. 2. 1. 1. Organisasi pergelola
a Ada 5 0.5 0,5
b Tidak ada 0 0.5 0
4. 2. 1. 2. Rencana kerja dan anggaran
a Ada 5 0,9 0,8
b Tidak ada 0 0.5 0
4. 2. 2. Kebun benih 100 Ha
4. 2. 2. 1 TataBatas
a Telan dilzkukan tata batas seluruhnya 5 05 0,5
b Telah dilakukan namun gelum seluraknya 3 0.5 0,3
¢ Belum dilakukan tata batas 05 0
4. 2. 2. 2 Penetapan dan pengitkuhan kawasan
a Telah dilakukan jenetapan kawasan dan telah dikukuhi n secira internal 5 2 0,5
b Telah dilakukan penetapar | awasan namun belum dikukubkan secara internal 3 0.5 0,3
¢ Belum dilakukan  3netapan kawasan 0 05 0
4. 2. 2. 3 Rencana kerja dan anggaran
a Tersedia rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan serta direalisasikan 5 05 0,5
sepenuhnya
b Tersedia rencana kerja & anggaran pengelolaan namun belum direalisasikan 3 05 0.3
sepenuhnya
¢ Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran untux pergeloiaan ¢ 0,5 0
4, 2. 3. Kebun plasma nutfah
4, 2. 3. 1 TataBatas
a Tetah dilakukan tata batas sefuruhnya 5 05 0,5
b Telah dilakukan namun belum seluruhnya 3 0,5 0,3
¢ Belum dilakukan tata batas 0 05 0
4. 2. 3 2 Penectapan dan pengukuhan kawasan
a Telah dilakukan penetapan kawasan dan telcI: dikukuhkan secara internal 5 0,5 0,5
b Telah dilakukan penetapan kawasan namun oelum dikukuhkan secara intemal 3 05 0,3
¢ Belum dilakukan penetapan xawasan 0 0.5 0
4. 2. 3 3 Rencana kerja dan anggaran
a Tersedia rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan serta direalisasikan 5 0.5 0,5
sepenuhnya
t Tersedia rencana kesja & anggaran pengelolaar namun ~efum direalisasikan 3 0% 0,3
sepenuhnya
¢ Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran u1iuk pengeiolaan 0 0.5 0
4. 2. 4. Perlindungan daerah penyangga
4. 2. 4. 1, 500 m dari hutan lindung
a Ada 5 0,5 0,5
b Tidak ada 0 0,5 0
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4. 2. 4. 2. Koridor satwa / Petak pengungsian sawa
a Tersedia koridor satwa dan saling berhubuncan antare satu petak dengan petak 5 0,5 0,5
h ?;?gggia koridor satwa namun tidak saling berhubungan antere satu petak dng 3 05 0,3
petak lainnya
¢ Tidak tersedia koiidor satwa / petak pengungsian satwa 0 05 G
4. 2. 4. 3. Areal kelerengan > 40 %
a Ada 5 0.5 0,5
b Tidak ada 0 0,5 0
4. 2. 4 4 Inventaricasi flora dan fauna langka/dilindungi
a Ada 5 0,5 0,5
b Tidak ada 0 0,5 ¢
4, 2. 4 5 Pengelolaan Sempadan Sungai
4. 2. 4 5 1. Tanda Batas
a Telah Dilakukin taiida bi tas pada seluruh kawasan 0,5 0,5
b Telah dilakukan tanda hatas, namun beium seluruhny. G5 0,3
¢ Belum dilakukan fanda batzs C5 0
4. 2. 4 5 2 Ketersediaan papan peringatan
a Ada, mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang strategis 5 0.5 0,5
b Ada, mencukupi namun perempatannya kurang strategis 3 05 0,3
¢ Ada, namun tidak mencukupi 2 0,5 0,2
d Tidak tersedia papan peringatan 0 05 0
4. 2. 4 5 3.Pengkayaan
a Ada perencanaan dan ditakukan pengkayaan de..gan jenis unggulan setempat 5 0,5 0,5
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan na un bukan dengan jenis 4 0.5 0,4
unggulan setempat
¢ Ada perencanaan namun belum direalisasikar. 3 0,5 0,3
d Dilakukan pengkayaan tanpa disertai dengan perencanaan 2 0,5 0,2
e Tidak ada perencanaan dan pengkayaan 0 05 0
4, 6 Pengelolaan Sempadan danau/Waduk/Jitu
4, 6 1.TandaBatas
a Telah Dilakukan tanda batas pada seluruh kerveisan 5 0,3 0,5
b Telah dilakukan tanda batas, namun belum seluruhnya 3 05 0,3
¢ Belum dilakukan tanda batas 0 0.5 0
4. 2. 4 6 2 Ketersediaan papan peringatan
a Ada, mencukupi dan penempatannya pada lokas yang s'rategis 3 0.5 0,5
b Ada, mencukupi namun penempatannya kurang strategis 3 05 0,3
¢ Ada, namun tidak mencukupi 2 0,5 0,2
d Tidak tersedia papan peringatan 0 05 0
4. 2. 4 6 3.Pengkayaan
a Ada perencanaan dan dilakukan psngkayaan d >1ygan ienis unggulan setempat 5 0,5 0,5
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan namur bukan dengan jenis 4 0,5 0,4
unggulan setempat
¢ Ada perencanaan namur: beium direalisasikan 3 0,5 0,3
d Dilakukan pengkayaan tanpa disertai dengan p 3rencanaan 2 05 0,2
e Tidak ada perencanaan dan pengkayaan 0 0,5 1]
4. 2. 4 T Pengelolaan Sempadan Mata Air
4. 2. 4 T 1.Tanda Batas
a Telah Dilakukan ‘anda haias pada lokasi tersebut 5 0.5 0,5
b Belum dilakukan tanda batas pada lokasi tersebut 0 0.5 0
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4. 2. 4 7 2 Ketersediaan papan peringatan
a Ada, mencukupi dan penempatannya pada lok.i.i yan1 strategis 5 0.5 0,5
b Ada, mencukupi namun penempatannya kureng stritenis 3 05 0,3
¢ Ada, namun tidak mecukupi 2 05 0,2
d Tidak tersedia papan peringatan 0 05 0
4, 2. 4 7 3.Pengkayaan
a Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan c:ngan jenis unggulan setempat 5 05 0,5
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaai. namun Lukan dengan jenis 4 0.5 0,4
unggulan setemy at
C Ada perencanarn namun belum direalisasikan 3 05 0,3
d Dilakukan pengkeyaan tanpa disertai dengan perencaiaan 2 0,5 0,2
e Tidak ada perencanaan dan pengkayaan 05 0
4, 2, 4 8 |dentifikasi dan Alokasi Kawasan HCVF (Hutan Bernilai [{onservasi
Tinggi)
a Telah dilak:tkan identifkasi dan alokasi kawasan HCVF 5 05 0,5
b Belum dilakukan identifkasi dan alokasi kawasan HCVF 0 0,5 0
4, 3. PERLINDUNGAN FLORA DAN FAUNA
4. 3. 1. Usaha pencegahan perburuan
4. 3. 1. 1. Gambar satwa y: ng dilindungi
a Ada, mencukupi den ditempatkan pada lokasi strategis 5 0,5 0,5
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada lokasi yan¢ kurang strategis 3 0,5 0,3
¢ Adanamun tidak mencukup! 2 0.5 0,2
d Tidak ada gambar satwa yang dilindungi 0 05 0
4. 3. 1. 2. Papan larangan berburu
a Ada, mencukupi dan ditermpatkan pada Iakasi strate gis 5 0.5 0,5
b Ada, mencukupi namur ditempatkan pade lokasi yang kurang strategis 3 05 0,3
¢ Ada namun tidak mencukupi 2 0,5 0,2
d Tidak ada papan larangar berburu ] 05 0
4 4 Pengendalian Kerusakan
4. 4 1 Perangkat pemantauan Erosi dan Sedimentisi
(SPAS dan pengukur manual)
a Adadan berfungsi 5 1 1
b Ada dan tidak berfungsi 3 1 0,6
¢ Adanamun alat tidak terpasang 2 1 0,4
d Tidak ada 0 1 0
4. 4 1 1 Sistim pencegahan erosi dan sedimer tasi
a Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala 5 0.5 0,5
b Ada SOF dan pencatatan namun tidak ada evaluasi 3 05 0,3
¢ Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan e riuasi 2 0,5 0,2
d Tidak ada SOP dan pencatatan 0 0.5 0
4. 4 1 2 Pelaporan hasil pencatatan dan evaluasi
a Dilaporkan secara rutin ke instansi terkait 5 0,5 0,5
b Dilaporkan namun tidak ruitn K 04 0,3
¢ Tidak pernah dilaporkan 0 0.5 0
.4 Tindakan pencegahan erosi
4 1 Plot Pemantuan erosi
a Ada plot pemantuan erosi 0,5 0,5
b Tidak ada plot pematauan erosi 0 0.5 0
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4. 4 2 2 Penanaman Cover Crops pada areal t¢ 3ing
3 >80 % ditanami 5 0.5 0,5
b 80-70 % ditanami 3 0.5 0,3
c 60-70 % ditanami 2 0.5 0,2
d <60 % ditanami 0 05 0
4. 4 2 3 Rintangan erosi
a Tersedia intungan erosi dan jumlah mencuk..pi 5 0,5 0,5
b Tersedia rintangan erosi namun jurr ahnya tidak mensukup| 3 0.5 0,3
¢ Tidak tersedia fin angan erosi khususnya paua area: y:no rertung terjadinya 0 0,5 0
eros!
4. 4 3 Pencegahan pencurian Jan perambahan kawasan
4, 4 3 1 SOP pencegahan pencurian dan perambahan kawasan
a SOP lengkap,di- osialisasikan, dilaksanakan serta dilakuka.. evaluasi dan 5 05 0,5
perbaikan
b SOP lengkep, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan saik 4 05 0,4
¢ SOP lengkap, Jisosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan 3 05 0,3
d SOF lengkap namun belum dilaksanakan 2 05 0,2
e SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan 1 0,5 0,1
f Tidak tersedia SCP 0 0,9 0
4. 4 3 2 Unit khusus pengaminan hutan
a Ada, mencukupi, telah Jkukuhkan dan disertal 12ngan pelatihan yang 5 05 0,5
dilakukan secara periodik
b Ada, mencukupi, telah dikukuhkan namun tidak disertai dengen pelatihan yang 3 0.5 0,3
dilakukan secara periodik
¢ Adanamun junlah personiinya tidak mencukupi 0,5 0,2
d Tidak tersedia unit khusus pengamanan hutan 0,5 0
4.4 3 3 Perlengkapan keamanan
a Ada, mencukupi, dalam kondisi baik 5 05 0,5
b Ada, mencukupi namun sebagian dalam kondisi 1 Jsak (tidak berfungsi) 3 0.5 0,3
¢ Adanamun tidak mencukupi 2 0,5 0,2
d Tidak tersedia perlengkapan keamanan sebagaiirana mestinya 0 05 0
4. 4 3 4 Kegiatan patroli dan penyuluhan kepac'a masyarakat
a Tersedia rencana kerja dan anggaran dan dilaksen akan secara periodik 5 0.5 0,5
b Tersedia rencana kerja dan anggaran naraun telum dilaksanakan secara 3 0.9 0,3
pericdik
¢ Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran n:mun dilaksanakan walaupun tidak 2 0,5 0,2
teratur
d Tidak tersedia rencana kerja angyaran da» tidak melaksanakan patroli serta 0 0.5 0
penyuluhan sebagaimana mestinya
4. 4 3 5 Penyelesaian konflik / masaiah
a Tidak ada konfiik 5 05 0,5
b Ada konflik dan dapat diselesaikan (disertai Berita £z a) 3 05 0,3
¢ Ada konflik dan belum celuruhnya dapat diseles .ixan {ci ertai Berita Acara) 2 05 0,2
d Ada konflik dan tidak dapat diselesaikan (diserte. Beri*:, Acara) 0 0.5 0
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4. 4 4 Pencegahan dan pengendalian kebakaran
4, 4 4 1 SOP pencegahan dan pengendalian ke)akaran
& SOP lengkap,disosialisasikan dilaksanakan sz ta dilakukan evaluasi dan 5 1 1
perbaikan
b SOP lengkap, discsialisasikan dan dilaksanafa) dengan batk 4 1 0,8
¢ SOP lengkap, discstalisasikan namun belum sepenunnya dilaksariakan 3 1 0,6
d SCP lengkap namun belum ditaksanakan 9 1 04
e SOCP tidak lengkap dan tigak disosialisasikan 1 1 0,2
f Tidak tersedia SOP 0 1 0
4. 4 4 2 Unit khusus pengendalian kebakaran
a Ada, mencukupi dan disertai dengan pelatiha1 yang dilakuken secara periodik 5 1 1
b Ada, mencukupi namun tidak disertai dengen e, 1tihan yang dilakukan secara 3 1 0,6
paricdik
¢ Ada namun juniah personilnya tidak mencuku.;i 2 1 0.4
d Tidak tersedia unit khusus pengamanan ::utan 0 1 0
4. 4 4 3 Rencana kerja dan anggaran
a Tersedia rencana karja dan anggaran serta diiealis: s kan sepenuhnya 5 1 1
b Tersedia rencana kerja & anggaran pengeloizan nam in belum direalisasikan 3 1 0,6
sepenuhnya
¢ Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran namin melaksanakan upayal 2 1 0,4
pengendalian kebakaran walaupun tidak teratur
d Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran dan ticak meluksanakan upayal  Q i 0
pengendalian ke akaran
4 4 4 4 Ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan
Ketersediaan sarana dan prasarana berikut dalam kondisi baik dan jumiah
yang mencukuoi yaitu:
Alat Manual dai Mekanis
Mobil Tan 3ki/Femadam
Embung Air
Menara Apl
Alat Komunikasi
Peta Rawan Kebakaran
a Tersedia seluiuhnya 5 1 1
b Tersedialima diantara *ersebut diatas 4 1 0,8
¢ Tersedia empat diantara telsebut diatas 3 1 0,6
d Tersedia tiga diantara tersebut diatas 2 1 0,4
e Tersedia dua diantara tersebut diatas 1 1 0,2
f Tersedia satu diantara tersebut diatas 0 1 0
4, 4 4 5 Ketersediaan early warning sistem
a Tersedia erly warning system, disosialisasikan de rgan baik terus menerus 5 1 1
b Tersedia early warning system namun belum dist siglisasikan dengan balk 3 1 0,6
¢ Tidek tersedia early warning system 0 1 0
4. 4 4 6 Stasiun pengamat iklim
a Ada dan berfungsi dengan baik 1 1
h Ada namun tidak berfungsi dengan balk 1 0,6
Tidak ada 1 0
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4. 4 4 7 Upaya preventif pengendalian kebakar: n hutan
4. 4 4 7 1.Ketersedian papan peringatan / himbauan
a Ada, mencukupi dan ditempatkan paca lokas strategis 5 0,5 0,5
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada lo casi yang kurang strategis 3 0,5 0,3
¢ Adanamun tidak mencukupi 2 0,5 0,2
d Tidak ada papan peringatan bahaya kebakaran hutan 0 0,5 0
4. 4 4 7 2. Kegiatan penyuluban, sosialisasi din pemkinaan kepada
masyarakat
a Tersedia rencana kerja dan anggaran dan dilaks. - 1akar : ecara pericdik 0,5 0,5
b Tersedia rencana kerja dan anggaran namun bel \m dilak sanakan secara 0.5 0.3
periodik
¢ Tidak tersedia rercana kerja dan anggara ' namun dilaks inekan walaupun tidak ? 0.5 0.2
teratur
d Tidak tersedia rencana kerja anggaran den liJa' v :laksanakan penyuluhan, 0 05 0
sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat
4. 4 4 8 Kejadian kebakaran dalam satu tahun terakkr
a Tidak pernah 5 05 0,5
b Terjadi sekali dalam satu tahun teraihir 3 05 0,3
¢ Terjadi lebin dari sekali dalam satu tahun terakhir 1 0,5 0,1
4. 5 PERLINDUNGAN HUTAN DAN PENGAMANA! HUTAN ALAM
4, 51. Pembukaan tanpa izin
a Ada 0 0,9 0
b Tidak ada 5 0,5 0,5
4. 52, Penebangan pohon yang dilindungi
a Ada 0 05 0
b Tidak ada 5 0,5 05
4. 53. Penebangan sebelum RKT disyahkan
a Ada 0 05 0
b Tidak ada 5 05 0,5
4. 54. Penebangan liar
a Ada 0 0,5 0
b Tidak ada 5 05 0,5
4, 55. Perambahan hutan
a Ada 0 0,5 0
b Tidak ada 5 05 0,5
4. 5 6 Personil SATPAM Pengamanan Hutan Alam ( 1 or g untuk luasan
3000 s/d 6000 Ha)
a Cukup 5 0,5 0,5
b Tidak Cukup 0 05 0
4. 5 7 Keberadaan Personil SATPAM Pengamanan Hutan Alam ( Jenjang
Pendidikan dan Pelatihan)
a Seluruhnya memiliki sertifikat 5 0,5 0,5
b lebih dari 50 % memiliki sertifikat 3 05 0,3
¢ kurang dari 50 % memifiki sertifikat 2 05 0,2
d Tidak ada yang memiliki sertifikat 0 0,5 0
4. 4 B Ketersediaan sarana dan prasarana SATPAM F:ngaranan Hutan Alam
Ketersediaan sarana dan prasarana berikut dalarn kondisi baik dan jumlah
Pos Jaga
Perumahan
Menara Pengawas
Alat Transportasi
Alat Komunikasi
Perlengkapan Kerja dan Safety
Perlatan Manual
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a Tersedia seluruhnya G 1 1
b Tersedia enam diantara tersebut diatas 4 1 0,8
¢ Tersedialima diantara tersebut diatas 3 1 0,6
d Tersedia empat diantara tersebut diatas 2 1 0.4
e Tersedia tiga diantara tersebut diatas 1 1 0,2
f Tersedia dua diantara tersebut diatas 0 1 0
4 6 MANAJEMEN PENGELOLAAN LINGKUNGA'! HIDL ?
4. 61. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a Ada kebijakan LH dan rencana kerja serta dilaksanakan «.er. jan baik dan 5 1 1
berkelanjutan
b Ada kebijakan LH dan rencana kerja namun helur. dilaxsanakan sepenuhnya 4 1 0,8
¢ Ada kebijakan LH namun tidak memiliki renca-a ker,a 1 0,6
d Tidak Ada kebijakan LH namun memiliki encana kerta 1 04
g Tidak ada kebijakan LH dan rencana ker'a 1 0
4. 6 2, Organisasi Unit PLH
a4 Ada divisi khusus, dilengkapi tata laksana o erasiona’ dan berfungsi cukup baik 5 1 1
b Ada divisi khusus, dilengkapi tata laksana operasional yamun belum berfungsi 3 1 0,6
dengan baik
¢ Tidak ada divisi k usus namun sudah dilenghapi tata kuksane ¢ perasional 1 0,4
d Tidak ada divisi <"usus dan tala iaksana operasional 1 0
4. 6 3. SDM pelaksana PLH
a Ada, jumiah memadai dan mengkuti pelatinan lingkungan secara reguler baik] 5 1 1
internal inaupur eksternal
b Ada, jumiah meriadai namun jarang mengikuti pelatihar. tingkungan 1 0,8
¢ Ada, jumlatinya memadai nanun tidak pernah mengikuti pelatihan/kursus 1 0,6
lingkungan
d Ada petugas khusus namun jumlahinya terbatas 2 1 0,4
e Tidak ada petugas khusus dalam PLLH 0 1 0
4. 6 4. Anggaran pengelozan lingkungan
a Anggaran memac:i ('an sesual dengan program vang ¢ i sulkan 5 05 0,5
b Anggaran memajai nam.r tidak dimanfaatkan secara . 2timal 3 0,5 0,3
C Anggaran tersedia namun leuih kecil dari yang dipre jramkn 2 0.5 0,2
d Adausulan namun tidak dipenuhi 1 0,5 0,1
4. 65 Dokumen Lingkungan
4 65 1 Dokumen AMDAL, UKL/UPL
a Dokumen telah disahkan dan melakukan nelaporan minimal 3 bulan sekali 5 1 1
b Dokumen telah disahkan dan melakukan pelapc-an minimal 6 bulan sekali 4 1 0,8
¢ Dokumen telah disahkan namun tidak melakukan peiaporan 3 1 0,6
d Dokumen masih dalam tahap penyelesatan 2 1 0,4
e Tidak memiliki doxumen pengelolaan Lingkungan hidup 0 1 0
4, 65 2 Pelaksanaan pengelolaan lingkungan
3 Dilaksanakan, sangat sesuai RKL 5 1 1
b Dilaksanakan, sesuai RKL 3 1 0,6
¢ Dilaksanakan namun tidak sesuai RKL 2 1 04
d Tidak dilaksanakan 0 1 0
4, 65 3 Pelaksanaan pemantauan lingkungan
a Dilaksanakan, sangat sesuai RPL 5 1 1
b Dilaksanakan, sesuai RPL 3 1 0,6
¢ Dilaksanakan namun tidak sesual RPL P 1 0,4
d Tidak dilaksanakan 0 1 0
4. 65 4 Kesesuaian antara RKL & RPL
a Sangat Sesuai 5 0,5 0,5
b Kurang Sesuai 3 0,5 0,3
¢ Tidak Sesuai 05 0
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4. 66 Prosedurtanggap darurat
a Tersedia prosedur tanggap darurat, lersosialisasikan dengan baik, evaluasi 5 0,5 0,5
secara reguler dan dilakukan latihan penanganan keacaaan darurat secara rutin
b Tersedia prosedur tanggap darurat, tersosialisas.<an dengan baik, evaluasi 4 0,5 04
secara reguler namun tidak permah dilakukan lati..an penanganan keadaaan
darurat secara rutin
¢ Tersedia prosedur tanggap darurat, tersosialisasi<an dengan baik namun tidak 3 0,5 0,3
ada evaluasi secara reguler dan latihan penange “an keadaaan darurat secara
rutin
d Prosedur tanggap darurat tersedia namun lidk tersosialisasikan dengan baik 2 0.6 0,2
e Tidak tersedia prosedur langgap darurat 0 0,5 0
4.7 Pengelolaan Limbah B3
4.7 1 SOP pengelolaan limbah B3
a SOP lengkap, disosialisasikan dan di'aksana".an dengan baik 5 0.5 0,5
b SOP lengkap, disosialisasikan namun belum senenuhnya dilaksanakan 4 0,5 0,4
¢ SOP lengkap namun belum dilaksanalkan 3 0,5 0,3
d SOP lidak lengkap dan ticiak disosialisasikan 2 0,5 0,2
e Tidak tersedia SOP 0 0,5 0
4. 7 2 Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3
a Tersedia TPS limbah B3 vang sesuai persyarater leknis vangunan , tersedia log 5 0.5 0,5
book dan menyampaikan laporan secara rutin
b Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai persyaratan teknis ar gunan , tersedia log 4 0,5 04
book namun belum menyampaikan laporan secara 1 .t'n
¢ Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai per-yaiat «zknis bangunan namun tidak 3 0,5 0,3
terdapat log beok dan belum menyampaikan la ) van secara rutin
d TPS timbah B3 tidak memenuhi persyaratan 1 :knis bangunan sesuai ketentuan 2 0,6 0,2
yang bherlaku
e Tidak memiliki TPS limbah B3 0 0.5 0
4, 7 3 Izin penyimpanan sementara Limbah B3
a Memiliki izin penyimpanan sementara limbar B3 yang masih berlaku 5 0,5 0,5
b Memilikiizin penyimpanan sementara limbaf 83 namui: te'ah habis masa 3 0,5 0,3
beriakunya
¢ izin penyimpana~ sementara limbali B3 masih dalam proses penyelesaian 0,5 0,2
d Tidak memiliki iz penyinipanan sementara limbah B3 0.5 0
4, 7 4 Penyerahan dan pemantaatan Limbah B3
a Menyeranhkan pada pengumpul yang memiliki izin dari KLH sesuai ketentuan 5 05 0,5
yang berlaku
b Pemanfaatan ke nbali imbah B3 dengan disertai izin ¢a i KLH 3 0.5 0,3
¢ Pemanfaatin kembali imbah B3 disertai izir dari KLH (izin dalam proses) 2 0.6 0,2
d Pemanfaatan kembali limbah B3 tarpa disertai izin dan KLH 0 05 0
. 8 Pengelolaan workshop dan tempat penyimpanan BBM
. 8 | Pengelolaan Workshop
a Permanen, lantai ke Jap air, ertata rapi,dilengkapi il trip 5 0,5 0,5
b Permanen, lartai . xaap 7ir tertata rapi namun tidak die -ykapi oll trap 3 0.5 0,3
¢ Permanen tertatz rapi namun lantai tidak kedap air den t dak di.engkapi oil tiap 2 05 0,2
d Tidak permanen,laniai tida« edap air dan iidak diler gkapi - | trap 1 0.5 0,1
4.8 2 SOPWorkshop
a Tersedia SOP workshop yang lengkap 0,5 0,5
b Tersedia SOP workshop namun tidak lergkap 0,5 0,3
¢ Tidak tersedia SOP 0,5 0
4. 8 3 Tempat penyimpanan BBM
a Terutup, lantai kedap air dan dilenakapi oil trap 5 0,5 0,5
b Terbuka, tantai kedap air dan ditengkapi oit trap 3 0,5 0,3
¢ Terbuka, lantai tidak kedap air dan tidak dilengke pi oii trap 1 0.5 0,1
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4.9 Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan
4. 9 1 Ekolabel ( Sertifikasi LEI dan FSC)
a Telah mempero'sh sertifikat ekolabel dari lembaga sertifi'= 3i dalam 2 tahun 5 0,8 0,5
terakhir
b Telah memnero.eh sertifikat ekolabel dari lembaga sertifil-asi dalam 1 tahun 4 0,5 0,4
terakhir
¢ Pemah mendapat sertifikat ekolabel namun telah dicabut cieh tim asesor karena 3 0.5 0,3
berbagai penyimpangan
d Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh tim asesor, talizpan & sistim 2 05 0,2
dokumentasi telah tersedia
e Proses awal untuk memperoleh sertifikasi ekolabel telah “ilakukan 1 0,5 0,1
f Tidak ada upaya Julam proses memperoleh sertifikasi ¢ «ofabe’ Q 0,5 0
4,9 2 |SO 14001
a Telah memperoleh sertifikar 150 14001 dar lembaga sartificasi dalam 2 tahun 5 0.5 0,5
terakhir
h Telah memperoleh sertifikat ISC 14001 dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun 4 0.5 0,4
terakhir
¢ Perah mendapat sertifikat 1SO 14001 namun teiah dicabut oleh tim asesor| 3 0,6 0,3
karena berbagai penyimpangan
d Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh tim asesor, tahapan & sistim 2 0.5 0,2
dokumentasi telah tersedia
e Proses awal uniuk memperoleh sertifikasi 1SC 12001 telah dilakukan 1 0.5 0,1
{ Tidak ada upaya dalam proses memperoleh sert fikasi ISO 14001 0 0,5 0
4,9 3 Setifikasi PHPL
a Telah memperoleh sertifikat PHPL dari leinbaga seriifikasi dalam 2 tahun
terakhir 5 0,5 0,5
b Telah memperoleh sertifikat PHPL dari lerbaga sertifikasi dalam 1 tahun
terakhir 4 0,5 0,4
¢ Pernah mendapat sertifikat PHPL namun tel:h dicabut oleh tim asesor karena 3 0,5 0,3
berbagai penyimpangan
d Proses sertifikasi sedang dilakukan olen tim "sesor, tahapan & sistim 2 0.5 0,2
dokumentasi telah tersedia
e Proses awal untuk memperoleh sertikasi PHF _ telah dilakukan 0.5 0,1
f Ticak ada upaya dalam proses memperoleh sertifikasi PH L 0 0,5 0
4. 9 4 Audit Lingkungan
a Audit lingkungan dilakukan secara rutin minimei 2 tawn sekali oleh lembagal S 0.8 0,5
audit independen dan memiliki audit lingkungan internal parusahaan
b Audit lingkungan dilakukan secara rutin minim:l 1 tahn sekali oleh tim audif 4 0,5 04
lingkungan internal perusahaan sesuai ka'dah audit yang bear
¢ Audit lingkungan dilakuken oleh tim audit iingkungr. 1 1ternal perusahaan sesuail 3 0.5 0,3
kaidah audit yang benar namun tidak ter.iogea
d Auditlingkungan dilakukan oleh tim audil lingk. r.5ar internal perusahaan namun| 2 0,5 0,2
tidak sesuai kaidah audit yang benar dan tida.; terpragram
¢ Tidek pernah melakukan audit lingkungan 0 0,5 0
SKORE IV 45
5. SOSIAL EKONCMI
5 1. KETENAGAKERJAAN
5. 1. 1. Organisasi pekerja
a Ada 5 05 0,5
o Tidak ada 0 05 0
3. 1. 2 Struktur Organisasi
a Ada, lengkap diseriai uraian tugas yang jelas 5 0,5 0,5
b Ada, lengkap namun belum disertai uraian tugas yang jel 3 0,5 0,3
¢ Ada, namun kur:ng lengkap 1 0.5 0,1
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5.1, 3 Ketersediaan Tenaga Profesional
a Tersedia tenaga profasional,mencukupi sesuai k)Lwtia~ dan penempatannya 5 0.5 0,5
sesuai
b Tersedia tenaga profesional,mencukupi namun znemr itannya kurang sestai 3 05 03
¢ Tenaga profesional yang ada kurang mencukupi 1 0.5 01
5. 1. 4 Jenjang Pengembangan karir
a Tersedia jenjang pengemoangan karir yang jel: € dan seiama ini telah 9 05 0,5
direalisasikan
b Tersedia jenjang pengembangan karir ya1g jelas namun se'ama ini belum 3 05 0,3
direalisastkan
¢ Tidak tersedia jenjang pengembangan karir 0 0,5 0
5. 1. 5 Jumiah pegawai
a >80 % dari kebutuhan 5 1 1
b 70 - 80 % dari kebutuhan 4 1 08
« 60 -70 % dari kehutuhan 3 1 0,6
d <60 % dari keb! tuhan 1 1 0,2
5. 1. 6 Komposisi tenaga kerja
a > 80 % Penduduk local 5 1 1
b 70- 80 % Pendnduk lokal 4 1 0,8
¢ 60-70% Penduduk lokal 3 1 0,6
d <860 % Per duduk lokal 1 1 0,2
5. 2. KESELAMATAN KERJA
5. 2. 1. Prosedur tetap kerja
a Ada 5 1 1
b Tidak ada 0 1 0
5. 2. 2. Klirik
a Ada 5 0.5 05
b Tidak ada 0 0.5 0
5. 2. 3. Jaminan sosial
a Ada 5 0.5 0,5
b Tidek ada 0 05 0
5. 2. 4. Pelatihan kerja
a Ada 5 05 0,5
b Tidak ada 0 0% 0
5. 3. PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
. 3. 1. Kebijakan dan program pengembangan keniasyarakatan
a Upaya pengembangan kemasyarakatan merunzkan program yang menjadi satul 5 0.5 0,5
kesatuan dengan bisnis perusahaan can dilakukan dengan konsep
keberianjutan dengan mengintegrasikan keseimba igan ekonomi lingkungan dan
sosial serla rencana pempangunan pemerintai setempat
b Kebijakan dan program pengembangan mas /arakat berdasarkan kajian aspek| 4 05 0.4
sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi n: 3syarakat yang tingg|
¢ Kebijakan dan program pengembengan niasyarakat berdasarkan partisipasi] 3 05 0,3
masyarakal namun tanpa kajian aspek sos'al ekonomi masyarakat terlebih
d E:Q;;l:can dan program pengembangan mesyarakat tanpa perencanzan dan| 2 0,5 0.2
partisipasi masyarakat
e Kebijakan dan program pengembangan masyar-ke! hanya berdasarkan 1 0.5 0,1
permintaan masyarakat
0 05 0

f Tidak ada kebijakan dan program pemberdayaar masyaraxat
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5. 3. 2. Peningkatan kualitas pendidikan masyaraka'
8 Upaya peningkatan kualitag pendidikan masyar ikat merupakan program yang S 0.5 03
menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahazn dan dilakukan dengan konsep
keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan
sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat
b Program peningkatan kualitas pendidikan masya: ik at berdasarkan kajian aspek 4 056 0.4
sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi
¢ Program peningkatan kualitas pendidikan m asyarakat berdasarkan partisipasi 3 0,5 0,3
masyarakat namun tanpa kajian aspek sucial ekonomi masyarakat terlebih
dahulu
d Program peningkatan kualitas pendidik>n  masyarakat dilakukan tanpa 2 0,5 0,2
perencanaan dan partisipasi masyaraxat
e Program peningkatan kualitas pendidikar hanya betdasarkan permintaan| 1 0,5 0,1
masvarakal
f  Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas pendidikar m 3syarakat Q 0,5 0
5. 3. 3. Peningkatan kualitas kesehatan masyaraka*
a Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyar zkat m :upakan program yang| 9 0,5 0.5
menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusaiaan dar. dilakikan dengan konsep
kebertanjutan der.gan mengintegrasikan keseimban van ekonomi lingkungan dan
scsial serta rencana pembangunan pemerintah se mpat
b Program peningkatan kualitas kesehatai, mas_..rkat berdasarkan kajian aspek] 4 05 0,4
sosial ekonomi masyarakat serta parfisipasi m e syar ikat yang tinggi
¢ Program peningkatan kualitas kesehaten masyar.ke: berdasarkan partisipasi| 3 0.5 03
masyarakat namun -anpa kajian aspek sosial etcnomi masyarakat feriebin
dahulu
d Program peningkatan kualitas kesehatar mes-arakat dilakukan tanpal 2 C5 0,2
perencanaan dan partisipasi masyarakat
e Program peningkatan kualitas kesehatar hanya Serdasarkan permintaan 1 N5 0.1
masyarakat
f Tidak ada kegiatan peningkatan kue litas kesehatan masyai: kat 0 0,5 0
5. 3. 4. Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan
a Upaya pemberdiyaan ekonomi kemasyarakatan merupakar program yangl 5 0.5 0,5
menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan aan dilakukan dengan konsep
keberlanjutan dengan menginiegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan
sosial serta rencana pembangunan pemerintah seterpa
b Program pemberdayaan ekonomi kemasyarahatan be-dasarkan kajian aspek| 4 05 0,4
sosial ekonami inasyarakat serta partisipast masyarakat :ang tinggi
¢ Program penberdayaan ekonomi kemasyarakatan berdasarkan partisipas| 3 0.5 0,3
masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekoromi masyarakal terlebih
dahulu
d Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakaian  dilakukan lanpal 2 0.5 0,2
perencanaan dan purtisipasi masyarakat
e Program pemberdiyazn ekonomi kemasyarakaii hanya berdasarkan| 1 0.5 0,1
permintaan masy aiaka
f 0 0.5 0

Tidak ada kegiatan peribe cayaan ekonomi kemasvarakalan
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5. 3. 5. Pembangunan in.rastruktur
a Upaya pembargunan infrastruktur merupakan program yang menjadi saty 5 0,56 0,5
kesatuan dengen  bisnis  perusahaan dan dilakukan  dengan  konsep
keberanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan
sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat
b Program pembangunan infrastrukiur berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi| 4 (184) 0,4
masyarakat sert4 parfisipasi masyarakat yang tinggi
¢ Program pizmbangunan infrasfruktur berdasarkan partisijasi masyarakat namunf 3 0.5 03
tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terletth dahuly
d Program pembangunan infrastrukiur dilakukan tinpa perencanaan dan| 1 0,5 0,1
partisipasi masyarakat
e Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan hanya berdasarkan 1 0,5 0,1
permintaan masya akat
f  Tidak ada keciatar pam! erdayaan ekonomi kemasyare <aten 0 0,5 0
5 3. 6 Konfiik sosial denngan ma:yarakat
a Tidak Ada 5 1 1
b Adadan dapat diselesaikan (disertai Berita Acara) 3 1 0,6
¢ Ada dan belum seluruhnya dapat diselesaikan (disertai Berita Acara) 2 1 0,4
d Adadan tidak dapat dise'esaikan {disertai Berita Acara) 0 1 0
SKORE V 10
TOTAL SKORE
PERINGKAT
[TERIA
EMAS . Total nilai 91100 {SANGAT BAIK)
HIJAU : Total nilai 71-90 { BAIK)
BIRU : Total nilai 41-70 (SEDANG)
MERAH : Total nilai 21-40 (JELEK)
HITAM  : Total nilai 0 - 20 (SANGAT JELEK)




-

SKORING PENILAIAN

NO. KOMPONEN PENILAIAN | BOBOT (%) | SCORE
TERTINGGI | KRITERIA PENILAIAN
1. | PERENCANAAN 15 15
SANGAT BAIK :91-100
2. | KELESTARIAN PRODUKSI 15 15 BAIK $71-90
SEDANG 41- 70
3. MONITORING DAN EVALUASI 15 15 JELEK 224 .40
SANGAT JELEK: 0 -20
4. | KONSERVASI / LINGKUNGAN 45 45
5 | SOSIAL EKONOMI 10 10
JUMLAH 100 100

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

T

H. AWANG FAROEK ISHAK
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LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR 4/ LIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENIL2IAN PROGRANM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN ( HPH / IUPHHK }» HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN
INDUSTRI { HPHTI/ IUPHHI-HT ) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PERK:ZBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

INDIKATOR / KRITERIA PENILAIAN LAPANGAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN (PROPER} HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)

A, DATA UMUM

1
2.
3.

Nama Perusahaan
Pemilik Perusahaan

SK. PHTI

Nomor

Tanggal

Alamat / Telp. Kantor

- Pusat

- Cabang

Lokasi

- Pemerintahah

- Dinas Kehutanan

- Kelompok Hutan

- DAS/Sub DAS

Batas Areal Kerja

- Sebelah Utara

- Sebelah Barat

- Sebelah Selatan

- Sebefah Timur

Luas e . Ha

Tahun Mutai Operasi
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PERENCANAAN o
1. 1. Penyusunan Rencana
1. 1. 1. Studi Kelayakan
a. Belum dibuat 0 1 0
b. Dalam proses penyusunan 1 1 0.2
¢. Sudah dibuat beium disahkan 3 1 0,6
d. Sudah dibuat dan sudah disahkan 5 1 1
1. 1. 2. Rencana Karya Pengusahaan Hutan
a. Belum dibuat 0 1 0
b. Dalam proses penyusunan 1 1 0,2
¢. Sudah dibuat belum disahkan 3 1 0,6
d. Sudah dibuat dan sudah disahkan 5 1 1
1. 1. 3. Rencana Karya Tahunan
3. Beium dibuat 0 1 0
b. Dalam proses penyusunan 1 1 0,2
c. Sudah gibuat belum disahkan 3 1 0,6
d. Sudah dibuat dan sudah disahkan 5 1 1
1. 2. Penataan Hutan
1, 2. 1, Pembuatan Tata Batas
a. Belum difaksanakan 0 05 0
b. Dalam proses pelaksanaan 1 0.5 0,1
¢. Selesal dilaksanakan tetapi belum dikukuhkan 3 0,5 0,3
d. Sudah sefesat dan dikukuhkan 5 05 0,5
1 2 2 Pengukuhan batas
a Sudah dilakukan terhadap selurch are¢1 karja { Temu Gelang) dan s udal) 5 1 1
dikukuhkan oleh Menteri Kehutanar
b Sudah dilakukan terhadap selurun areai karja namun belum dikukuhkan 3 1 0,6
oleh Menteri Kehutanan
¢ Sudah dilakukan namun belum menc huz selurun areal Kerja 1 1 0,2
d Tidak dilakukan 0 1 0
1, 2. 3 Pembentukan Bagian Unit
a. Belum dilaksanakan ] 0.5 0
b. Dalam proses pelaksanaan 1 0.5 0,1
¢. Selesal dilaksanakan letapi belum dikukuhkan 3 0.5 0,3
d. Sudah selesai dan dikukuhkai 5 0.5 0,5
1. 2. 4 Pembagian Blok/ Petak
a. Tidak dilaksanakan 0 05 0
b. Dalam proses pelaksanaan 1 5 01
¢. Dilaksanakan kurang sesuai dengan ketentuar 3 5 0,3
d. Dilaksanakan sesuai ketentuan 5 0,5 0,5
1. 2. 5 Risalah Petak
a. Belum dilaksanakan 0 05 0
b. Datam proses pelaksanaan 1 05 0,1
¢. Dilaksanakan kurang sesuai ketentuan 3 05 0,3
d. Telah diiaksanakan sesuai ketentuan 5 0,5 0,5
1. 3, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)
1. 3. 1. Penataan Penggunaan Lahan Hutan
a. Belum direncanakan 0 0,5 0
b. Direncanakan tetapi belum seluruhnya 1 0.5 0.1
¢ Direncanakan seluruhnya 2 0,5 0,2
d. Dilaksanakan tetapi perlu perbaikar 3 0,5 0,3
e. Dilaksanakan dan sesuai rencana 5 N5 0,5
1. 3. 2. Penetapan Kelas Kesesuaian Lahan {Data Kel:s Kesesuaian Lahan
Untuk Setiap Jenis Tanaman Pada Areal r'Ti)
a. Beiumn dibuat 0 0.5 0
b. Dalam proses penyusunan 1 05 01
c. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja 3 0,5 0,3
5 05 0.5

d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja
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1. 3. 3. Potensi Produksi Masing-masing Kelas L ahen ada Akhir Daur
a. Belum dibuat ¢ 0,5 0
b. Dalam proses penyusunan 1 0.5 01
¢. Sudah dibua,, namun belum menrcakup s3luruh arsal kerja 3 05 0,3
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja 5 05 0,5
1. 3. 4. System Site Index Setiap Jenis Tanaman (Data Site Index Setiap Jenis
Tanaman Pada Areal HTI)
a. Belum dibuat 0 0,5 0
b. Dalam proses penyusunan 1 0,5 0,1
¢. Sudah dibuat, namun belum mencakup selurub zreai kerja 3 05 0.3
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja 5 0.5 0,5
1. 3. 5. Potensi Produksi Masing-masing Site Index Puda Akhir Daur
a. Belum dibuat 0 0.5 0
b. Dalam proses penyusunan 1 0,5 0,1
2. Sudah dibuat, namun belum mencakup selurut- areal kerfa 3 05 0,3
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja 5 05 0,5
1. 3. 6. Ketersediaan Data Analisa Jenis Tanah / Peta “anah
a. Belum dibuat 0 1 0
b. Dalam proses penyusunan 1 1 0,2
¢. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja 3 1 0,6
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja 5 1 1
1., 3. 7. Ketersediaan Peta Jenis Tanaman HTI
a. Belum dibuat 0 1 0
b. Dalam proses penyusunan 1 1 0,2
¢. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja 3 1 0,6
d. Sudah dibuat pada seluruh area’ ke-ja 5 1 1
1. 3. 8. Ketersediaan Volume Produksi Setiap ] :ris Tanaman Pada Masing-Mas.ny
Areal HTI
a. Belum dibuat 0 1 0
b. Dalam proses penyusunan 1 1 0,2
¢. Sudah dibuat, namun belum mencakup selurui areat kerja 3 1 0,6
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja 5 1 1
1. 3. 9. Prasarana Jalan Utama dan Jalan Cabing
a. Tersedia, menjangkau seluruh areal  engerasan jelan dan dapal diperguna:an 0 1 0
sepanjang tahun
b. Tersedia, menjangkau selurun areal, namun kondisinya sebagian belum dapat 1 1 0.2
dipergunakan sepanjang tahun
C. Tersedia, namun belum menjangkau sclurun areal dan kondisi jalan yang #da 3 1 0,6
pengerasan dan dapat dipergunakan sepanjang tahun.
d. Tersedia, belum menjangkau seliruh areal dan falan yeng sudah ada beium 5 1 1
permanen dan tidak dapat dipergunakar sepanjar 3 tahun.
1 3 10. Pemeliharaan jalan utama dan jalan cvang
a Dilakukan secara rutin 5 1 1
b dilakukan namun tidak rutin 3 1 0,6
¢ Tidak dilakukan 0 1 0
1. 3. 11. Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rar)u Lalufintas Jalan Hutan
a. Ada, namun jumlahnya kurang mencuki pi 1 1 0,2
b. Ada, jumiahnya mencukupi namun penempatanr ya pada Ickasi kurang tepat 3 1 0,6
€. Ada, jumlahnya mencukupi dan penempatan 1 pada lokasi yang tepat 5 1 1
1 3 12. Pemasangan Pal Km dan Hm
a Ada, jumlahnya mencukupi dan penem ouf innya pada lokasi yang tepat 5 05 0,5
b Ada, jumlahnya mencukupi namur pe 1empalannva kurang tepat 3 05 0,3
¢ Ada, namun jumlahnya kurang menciJpi 1 0,9 0,1
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2. PENGORGANISASIAN
2. 1. Pembuatan Struktur Organisasi
a. Belum dibuatbelum ada 0 1,6 0
b. Ada tetapi tinak lengkap 3 15 0,9
5 15 1,5
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2. 2. Pembuatan Tata Kerja
a. Belum dibuat 0 15 0
b. Ada tetapi tidak dirinci 3 15 0,9
¢. Ada dan terinci 5 15 1,5
2. 3. Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan
a. Tidak Ada 0 1 0
b. Ada, kurang mencukupi, penempatan tidak sesuai k :ahlian 1 1 02
c. Ada, kurang mencukupi, penemgpatan sesuai keahlic.n 2 1 0,4
d. Ada, mencukupi, penempatan kurang sesuai bidar: 7 kaahlian 3 1 0,6
& Ada, mencukupi, penempatan sesual bidang keah an 5 1 1
2. 4. Pengembangan Kemampuan dan Karier Tenaga Tekr is Kehutanan
a. Tidak ada, tidak terencana 0 1 0
b. Tidak ada, tetapi direncanakan 1 1 0,2
¢. Ada, fidak terencana 3 1 0,6
d. Ada, terencana dengan baik [ 1 1
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PELAKSANAAN & PENGAWASAN
3. 1. Pelaksanaan
3. 1. 1. Pengadaan Benih
3. 1. 1. 1. Asal Benih
a Pembelian benih tanpa sertifikat 0 0,5 0
b, Pembelian benih dengan sertifikat 1 0,5 0,1
¢. Sumber benih sendiri tanpa sertifikat 3 0.5 0,3
d. Sumber benih sendiri dengan sertifikat 5 0.5 0,5
3. 1. 1. 2. Pembangunan Sumber Benih
a. Tidak mempunyai sumber benih senri 0 0.5 0
b. Mempunyai tegakan benih, beiun dikukuhkan 1 05 0,1
¢. Mempunyai tegakan benih, sudah d.sdbuhkan 2 0.5 0,2
d. Mempunyai kebun benih, belum diproc uksi 3 05 0,3
e. Mempunyai kebun benih dan sudah verproduksi 5 0,5 0,5
3. 1. 1. 3, Penyimpanan Benih
a. Tidak ada fasilitas storage 0 0.5 0
b. Ada, tetapi kurang memenuhi persyaratan 3 0,5 0,3
¢. Ada dan memenuhi persyaratan 5 0.5 0,5
3. 1. 1. 4. Kualitas Benih
a. Jelek Q0 05 0
b. Sedang 1 0,5 0,1
¢. Cukup 2 0.5 0,2
d. Baik 3 0,5 0,3
e. Sangat Baik 5 0.5 0,5
3. 1. 2. Pengadaan Bibit
3. 1. 2. 1. AsalBibit
a, Pembelian bibit seluruhnya 1 0.5 0,1
b. Kombinasi pembefian dan persemaian 3 0.5 0,3
¢. Seluruhnya persemaian sendiri 5 05 0,5
3. 1. 2. 2. Persemaian
a. Tidak dibuat 0 0.5 0
b. Ada, status sementara dan tidak memenuhi syzrat 4 0,5 01
¢. Ada, status semi permanen, kurang mem.anit i syarat 2 05 0,2
d. Ada, status semi permanen, memenuhi syar 3 05 0,3
e. Ada, status permanen, memenuhi syarat 5 0.5 0,5
3. 1. 2. 3. SOP Pengclahan Tanah
a Tidak ada SOP dan pencatatan 0 0,5 0
b Ada SOP namun tidak ada penca =lan dai svaiuasi 2 0,5 0,2
¢ Ada SOP dan pencatatan namun 1 Jak ad: evaluasi 3 0,5 0,3
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi ¢ 2 ara berkala 5 05 0,5
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3. 1. 2. 4, Kualitas Bibit
a. Jelek 0 05 0
b. Sedang 1 05 01
¢. Culup 2 05 0,2
d. Baik 3 0,5 0,3
e. Sangat Baik 5 0,5 0,5
3. 1. 2. 5. Administrasi Persemaian
a. Tidak dibuat 0 0.5 0
b. Dibuat, tidak terinci dan tidak kon' yu 1 05 0,1
¢. Dibuat, terinci dan tidak kontinyu 2 0.5 0,2
d. Dibuat, tidak terinci dan kontinyu 3 05 0,3
2. Dibuat, terinci, kontinyu 5 0.5 0,5
3. 1. 3. Pembuatan Tanaman
3. 1. 3, 1. Penyiapan Lahan
1. 1. Pembersihan Lapangan
a Chemis 1 05 041
h Manual 9 0.5 0,2
¢ Semi Mekanis 3 05 0,3
d Kombinasi 4 05 0,4
e Tofal Mekanis 5 05 0,5
1. 2. Pengolahan Tanah
a Manuat 2 0,5 0,2
b Semi Mekanis 3 05 0,3
¢ Kombinasi 4 05 0,4
d Total Mekanis 5 0.5 0,5
1. 3. SOP Pengolahan Tanah
a Tidak ada SOP dan pencatatan 0 0,5 0
b Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evz luasi 2 0,5 0,2
¢ Ada SCP dan pencatatan namun tida’: 1da evaluasi 3 0,5 0,3
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi seciira ber<ala 5 05 0,5
1. 4. Pengawetan Tanah 0
a lidak memperhatikan aspek pengav.eten 0 0,5 0
b Kurang memperhalikan aspek pengavetan K} 0,5 0,3
¢ Memperhatikan aspek pengawetan 5 0,5 0,5
3. 1. 3. 2. Penanaman
2. 1. Realisasi Tanaman
g Belum dilaksanakan 0 05 0
b Dalam pelaksanaan, realisast tida¥ sesuar target 1 0,5 01
¢ Dalam pelaksanaan, realisasi se<. ai targe 3 0,5 0,3
d Selesai dilaksanakan sesuai target 5 05 0,5
2. 2. Prosentase Tumbuh
a Sangat jelek (< 50%) 0 05 0
b Jelek (5U - 6U%) 1 0,5 01
¢ Sedang (60 - 7U'%) 2 05 0,2
d  Baik (70- -80%) 3 05 0,3
e Sangat baik (> 90%) 5 0,5 0,5
2. 3. Kualitas Tanaman
a Jelek 0 0,5 0
b Sedang 1 0,6 01
¢ Cukup 2 05 0,2
d Baik 3 0.5 0,3
e Sangat Baik 5 0,5 0,5
2. 4. Pengaturan Jarak
g Tidak teratur 0 0,5 0
b Teratur, tetapi tidak sesuai ketentuan 3 0,5 0,3
¢ Teratur dan sesuai ketentuan 5 05 0,5
2. 5. Administrasi Penanaman
a Tidak dibuat 0 0,5 0
p Dibuat, tidak terinci dan tidak kontinyu 1 0,5 0,1
¢ Dibuat, terinci tidak kontinyy 2 0.5 0,2
4 Dibuat, tidak terinci dan kontinyu 3 0,5 0,3
e 5 05 0,5
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3. 1. 3. 3. Pemeliharaan tanaman
3. 1. Intensitas Pemeliharaan Tanaman
a lidak dilaksanakan 0 0,5 0
b Dilaksanakan tidak teratur 3 05 0,3
¢ Dilaksanakan teratur sesual ketentuan 5 05 0:5
3. 2. Penyiangan
a Tidak dilaksanakan 0 0.5 0
h Dilaksanakan tidak teratur 3 05 0,3
¢ Dilaksanakar teratur sesuai ketentuan 5 0,5 0,5
3. 3. Pendangiran
g Tidak dilaksanakan 0 05 0
b Dilaksanakan tidak teratur 3 05 0,3
¢ Dilaksanakan teratur sesuai ketert izn 5 05 0,5
3. 4, Penyulaman
a [lidak dilaksanakan 0 0.5 0
b Dilaksanakan tidak teratur 3 0,5 0,3
¢ Dilaksanakan teratur sesuai ketentuan 5 0,5 0,5
3. 5. Pemupukan
a lidak dilaksanakan 0 0.5 0
b Dilaksanakan tidak teratur 3 05 0,3
¢ Dilaksanakan teratur sesuai ket vtuan 5 0,5 0,5
3. 1. 3 4 SekatBakar
4. 1. Pembuatan Sekat Bakar
a Tidak dibuat 0 0,5 0
b Dibuat, tidak sesuai ketentuai 3 05 0,3
¢ Dibuat, sesuai ketentuan 5 0,5 0,5
4, 2. Jenis Sekat Bakar 0
3 Jalur vegetatit (jalur hijau) 3 0,5 0,3
b Jalur cwvil teknis (jalur kuning) 3 0.5 0,3
¢ Jalur Kombinasi 4 0,5 0,4
d Kombinasi S 0,5 0,5
3. 1. 4 Pemeliharaan Tegakan
3. 1. 4. 1. Pemangkasan Cabang
1. Realisasi Pemangkasan
a Tidak dilaksarakan 0 0,5 0
b Dilaksanakan, tidak seluruh areal lanam 3 05 0,3
¢ Dilaksanakan, seluruh areal tanams:n 5 0,5 0,5
2. Kualitas Pemangkasan
a Jelek 0 0.5 0
b Sedang 1 0,5 0,1
¢ Cukup 3 05 0,3
d Bak 5 05 0,5
3. 1. 4. 2. Penjarangan
1. Realisasi Penjarangan
a Tidak dilaksanakan 0 05 0
b Dilaksanakan, tidak sefuruh areal 3 05 0,3
¢ Dilaksanakan, seluruh areal tanam 5 05 0,5
2. Kualitas Penjarangan
a Jelek 0 0.5 0
b Sedang 1 0.5 01
¢ Cukup 3 05 0,3
d Baik 5 05 0,5
3. 1. 4. 3. Administrasi Pemeliharaan Tegakan
a Tidak dibuat 0 0,5 0
b Dibuat, tidak terinci dan tidak kentinyu 1 0,5 0,1
¢ Dibuat, terinct, dan tidak kontinyu 2 0,5 0,2
d Dibuat, tidak terinci, dan kontinyu 3 0.5 0,3
e Dibuat, terinci dan kontinyu 5 05 0,5
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3. 1. 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana
3. 1. 5. 1. Pondok Kerja
1. 1. Pembuatan pondok kerja
a Tidak dibuat 0 05 0
b Dibuat, tidak mencukupi 3 05 0,3
¢ Dibuat dan mencukupi 5 0,5 0,5
1. 2. Kualitas pondok kerja
a  Jelek 0 0.25 0
L Sedang 3 0,25 0,15
¢ Baik 5 0,25 0,25
3. 1. 5. 2. BaseCamp
2. 1. Sarana base camp
a Tidak 0 0,25 0
b Adaierbatas 3 0,25 0,15
¢ Adacukup baik 5 0,25 0,25
2. 2. Tataruang base camp
a Jelek 0 0,25 0
b Sedang 1 (0,25 0,05
¢ Cukup 2 0.25 0.1
¢ Baik 3 0,25 0,15
e Sangat baik 5 0,25 0,25
2. 3. Sarana perkantoran
a Jelek 0 028 0
b Sedang 1 0,25 0,05
¢ Cukup 2 0,25 0,1
d Baik 3 0,25 0,15
e Sangaf baik 5 0,25 0,25
2. 4, Perumahan karyawan
a Jelek 0 0,28 0
h  Sedang 1 0,25 0,05
¢ Cukup 2 0,25 01
¢ Bak 3 025 0,15
e Sangat baik 5 0,25 0,25
2. 5. Saranaibadah
a Tidak ada 0 G,25 0
b Ada, kurang 1 0,25 0,05
¢ Ada, cukup 2 0,25 01
d Ada, baik 3 0,25 0,15
e Ada, sangat baik 5 0,25 0,25
2. 6. Sarana pendidikan
a Tidak ada 0 0.25 0
b Ada, kurang memenuhi syarat 2 0,25 0.1
¢ Ada, cukup bak 3 0,25 0,15
d Ada, sangat baik dan lengkap 5 .25 0,25
2. 7. Sarana kesehatan
a Tidak aga 0 0,25 0
b Ada, kurang memenuhi syarat 2 0,25 0,1
¢ Ada, cukup baik 3 0,25 0,15
d Ada, sangat baik 5 0,25 0,25
2. 8. Sarana air bersih
a Tidak ada 0 025 0
b Ada, kurang memenuni syarat 2 0,25 0,1
¢ Ada, cukup baik 3 0,25 0,15
d Ada, sangat bak 5 0,25 0,25
2. 9. Saranaolah raga
g Tidak ada 0 0,25 0
b Ada, kurang memenuhi syarat 2 0,25 0,1
¢ Ada, cukup baik 3 0,25 0,15
d 5 0,25 0,25

Ada, sangat baik




b

Dilaksanakan
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2. 10. Sarana rekreasi
a Tidak ada 0 0,2 0
b Ada, kurang memenuht syarat 2 0,25 01
¢ Ada, cukup baik 3 0.25 0"15
d Ada, sangat bak 5 0,25 0,25
2. 11. Sarana koperasi
a Tidak ada 0 0.25 0
b Ada, kurang memenunhi syarat 2 0,25 0,1
¢ Ada, cukup baik 3 0.25 0,15
d  Ada, sangat baik dan memenuni kebutuhan karyawan serta 5 0,25 0,25
telah dimanfaatkan lebih 3 tahun
3. 1. 5. 3. Peralatan/ perlengkapan
3. 1. Peralatan kantor
a Tidak memadai 0 0,25 0
b Memadai 5 0,25 0,25
3, 2. Peralatan lapangan / survey
a Tidak ada 0 0.25 0
b Ada, tidak sesual kebutuhan 3 0,25 0,15
¢ Ada, sesuai kebutuhan 5 0,25 0,25
3. 3. Peralatan berat
3 Tidak ada 0 0,25 0
b Ada, jumlah tidak mencukupi 3 0,25 0,15
¢ Ada, jumlah mencukupi 5 0,25 0,25
3. 4. Peralatan perbengkelan
a Tidak memadal 0 0.25 )
b Cukup memadai 3 0.25 0,15
¢ Ada, jumlah memadai dan lengkas 5 025 0,25
3. 1. 5. 4. Sarana Transportasi
4. 1. Angkutan tenaga kerja
3 Tidak ada 0 0,25 0
b Ada, tidak mencukupi 3 0,25 0,15
¢ Ada, mencukupi 5 0,25 0,25
4, 2. Angkutan barang .
a Tidak ada 0 0,25 0
b Ada, tidak mencukupi 3 0,25 0,15
¢ Ada, mencukupi 5 0,25 0,25
3. 1. 5. 5. Administrasi Sarana & Prasarana
5. 1. Administrasi rencana & realisasi penizuaan sarana & prasarana
a Tidak dibuat 0 0,25 0
b Dibuat, tidak terinci 3 0,25 0,15
¢ Dibuat, teringi 5 0,25 0,25
5. 2. Administrasi & realisasi pemeli1araan ~rana & prasarana
a Tidak dibuat 0 0,25 0
b Dibuat, tidak terinci 3 0,25 0,15
¢ Dibuat, terinci 5 0,25 0,25
3. 1. ¢. Penelitian dan Pengembangan
1. Kegiatan penelitian dan pengembangan
a Dilakukan secara periodik tehadap selutuh kegiatan sebagaimana yang 5 05 0,5
dicantumkan dalam dokumen RKT
b Dilakukan secara periodik namun belum dila-ukan terhadap seluruh kegiatan 3 05 03
sebagaimana yang dicantumkan dalam doku men RKT
¢ Dilakukan namun tidak secara periadik dan belum dilakukan terhadap 2 03 0,2
seluruh kegiatan sebagaimana yang dic wtumkan dalam dokumen RKT
d Tidak dilakukan dalam 2 tahun teraxhir 0 0.6 0
2. Uji coba tanaman {asal dan jenis)
a Tidak dilaksanakan 0 0,5 0
5 0.5 0,5
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3. Uji coba pemuliaan pohon
1. Uji coba pemulizan pohon tingkat semai

a. Tidak dilaksanakan 0 05 0

b. Dilaksanakan 5 0.5 05
2. Uji coba pemuliaan pohon tingkat lapanga |

a. Tidak ditaksanakan 0 05 0

b. Dilaksanakan 5 0,5 0,5

4. Penelitian Silvikultur
1. Penelitian persemaian

a. Tidak dilaksanakan 0 G5 0
b. Dilaksanakan 5 05 0,5
2. Penelitian penyiapan lahan dar henansman
a. Tidak dilaksanakan 0 05 0
b. Dilaksanakan 5 0,5 0,5
3. Penelitian pemeliharaan dan perlir.cungan hutan
a. Tidak ditaksanakan 0 0,5 0
b. Dilaksanakan 5 05 0,5
5. Penelitian Tanah
a Tlidak dilaksanakan 0 05 0
b Dilaksanakan 5 0,5 0,5
6. Penelitian penanaman
a Tidak dilaksanakan 0 05 0
b Dilaksanakan 5 0,5 0,5
7. Penelitian sosial ekonomi kehutanan
a Tidak dilaksanakan 0 05 0
b Dilaksanakan 5 0.5 05
8. Manajemen '
a lidak dilaksanakan 8} 0,5 0
b Dilaksanakan 5 0.5 0,5
9. Autan Kemasyarakatan
a Tidak dilaksanakan 0 0,5 0
b Dilaksanakan 5 0,5 0,5
10. Organisasi Penelitian
g Tidak dibuat 0 .5 0
b Dibuat, tidak lengkap 3 G5 0,3
¢ Dibuat dan lengkap 5 0.5 0,5
3. 2. Pengawasan
3. 2. 1. Pengawasan Administrasi
1. 1. Laporan Ketenagaan
a Tidak dibuat 0 0.5 0
b Dibuat, tidak tesinci 1 05 01
¢ Dibuat, terinci, tidak kontinyu 2 0,5 0,2
d Dibuat, tidak terinci, kontinyu 3 0,5 0,3
e Dibual, terinci, kontinyu 5 05 0,5
1. 2. Laporan Keuangan
a Tidak dibuat 0 0,5 0
b Dibuat, tidak terinci 1 05 01
¢ Dibuat, terinci, tidak kentinyu 2 05 0,2
d Dibuat, tidak terinci, kentinyu 3 0,5 0,3
e Dibuat, terinci, kontinyu 5 0.5 0,5
3. 2. 2. Pengawasan Teknis
2. 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan
a Tidak dibuat 0 0.5 0
n Dibuat, tidak terinci 1 05 0,1
¢ Dibuat, tering:, trdak kontinyu 2 0,5 0,2
d Dibuat, tidak terinci, kentinyu 3 0.5 0,3
e Dibuat, terinci, kontinyu 5 0.5 0,5
2. 2. Pemeriksaan Fisik
a lidak dilaksanakan 0 05 0
p Oilaksanakan tidak teratur 3 0,5 0,3

¢ Dilaksanakan dan teratur 5 G5 0,5




b Belum ditakukan tanda batas pada lokasi tersebut
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3. 2. 3. Organisasi Pengawasan
a Tidak dibuat 0 05 0
% Dibuat, tidak lengkap 3 05 0,3
¢ Dibuat dan lengkap 5 0.5 0,5
3. 2. 4 SOP Pengawasan Intern
a Tidak tersedia SOP 0 05 0
b SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan 1 0.5 0.1
¢ SOP lengkap namun belum dilaksanakan 2 0.5 0,2
d SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan 3 05 0,3
e SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik 4 0,5 0.4
f  SOP lengkap,disosialisasikan,dilaksanakan serta dilakukan evaluasi/perbaikan 5 0,5 0.5
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4. KONSERVAS! DAN LINGKUNGAN ’
4, 1. Perlindungan Hutan
4. 2. Perlindungan Ekosistem
1. Pengelolaan Kawasan Lindung
1. Qrganisasi Pengelola
a Ada 5 G5 0,5
b Tidak ada 0 0,5 0
2. Rencana kerja dan anggaran
a Ada 5 05 0,5
b Tidak ada 0 05 0
4. 2. 2. Pengelolaan Sempadan Sungai
1. Tata Batas
a Telah Dilakukan tanda batas pada seluruh kawasan 5 G5 0,5
b Telah dilakukan tanda batas, namun belum selvrubnya 3 0.5 0,3
¢ Belum dilakukan tanda batas 0 05 0
2. Ketersediaan Papan Peringatan
a  Ada, mencukupi dan penempaiannya pade lokasi yang sirategis 5 05 0,5
b Ada, mencukupi namun penemp:lannya kurarg strategis 3 0.5 0,3
¢ Ada, namun tidak mencukupi 2 0.5 0,2
d Tidak fersedia papan peringatan 0 05 0
3. Pengkayaan
a Ada perencanaan dan dilakukan penct ayaan dengan jenis unggulan 5 3.5 0,5
setempat
b Ada perencanaan dan difakukan penskayaan namun bukan dengan jenis 4 05 0,4
unggulan setempat
¢ Ada perencanaan namun belum direalis 1< .r.ar 3 0.5 0,3
d Dilakukan pengkayaan tanpa diserfai ¢ 2ngan perencanaan 2 05 0,2
e Tidak ada perencanaan dan pe ng ayaan 0 05 0
4, 2. 3. Pengelolaan Sempadan Danau { Waduk . Situ
1. Tanda Batas
a  Telah Dilakukan tanda batas pada ¢ eluru 1 kawasan 5 05 0,5
b Telah dilakukan tanda batas, nam.un bolum seluruhnya 3 0,5 0,3
¢ Belum dilakukan tanda batas 0 05 0
2, Ketersediaun Papan Peringatan
a Ada mencukupi dan penempatannya pada lc«asi yang strategis 5 05 0,5
b Ada, mencukupi namun penempatannya kurang strategis J 05 0,3
¢ Ada, namun tidak mencukupi 2 0,5 0,2
d  Tidak tersedia papan peringatan 0 05 0
3. Pengkayaan
a Ada perencanazn dan dilakukan pengravaal dergan jenis unggulan 5 0.5 0,5
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan namun bukan dengan jenis 4 05 04
unggulan setempat
¢ Ada perencanaan namun belum direalisasikan 3 0.5 0,3
d Dilakukan pengkayaan tanpa disertal cenc an perencanaan 2 0.5 0,2
e Tidak ada perencanaan dan pengayaan 0 05 0
4. 2. 4. Pengelolaan Sempadan Mata Air
1. Tanda Batas
a Telah Dilakukan tanda batas pada lokasi { 2rsebut 5 82 065
0 .
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2. Ketersediaan Papan Peringatan
a Ada, mencukupi dan penempatannya cadz lokasi yang sirategis 5 0,5 0,5
b Ada, mencukupi namun penempatannya k irang strategis 3 05 0,3
¢ Ada, namun tidak mencukupi 2 0,5 0,2
d Tidak lersedia papan peringatan 0 0,5 0
3. Pengkayaan
a Ada perencanaan dan difakukan pengkayaan dengan jenis unggulan 5 0,5 0,5
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan namun bukan dengan jenis 4 05 0,4
unggulan setempat
¢ Ada perencanaan namun belum direalisasikan 3 0,5 0,3
d Dilakukan pengkayaan tanpa diserlai dengan perencanaan 2 0.5 0,2
Tidak ada perencanaan dan pengka /aan 0 0,5 0
4. 2. 5. Pengelolaan Areal Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah {KPPN'
1. Tata Batas
a Telah dilakukan tata batas seluruts ya 5 05 0,5
b Telah dilakukan namun belum selurchnya 3 0.5 0,3
¢ Belum dilakukan tata batas 0 0,5 0
2. Penetapan dan pengukuhan kawasan
a Telah dilakukan penetapan kawasan dan telah dikukuhkan secara internal 5 G5 0,5
b Telah dilakukan penetapan kawasan namun belum dikukuhkan secara 3 0.5 03
interral
¢ Belum dilakukan penetapan kawasin 0 0,5 0
3. Rencana kerja dan anggaran
a Tersediarencana kerja dan anggaran untuk pengeiclaan serta direalisasikan 9 05 0,5
sepenuhnya
b Tersediarencana kerja & aiqgaran engelolaa namur: belum direalisasi <an 3 05 03
sepenuhnya
¢ Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran untuk pengsiclaan 0 0,6 0
4. 2. 6. Identifikasi dan Alokasi Kawasan HCVF {{utan Be-nilai Konservasi Tinggi)
a Telah dilakukan identifkasi dan alokasi kawasan V' ZVF 5 0,5 0,5
b Belurn dilakukan identifkasi dan alokasi kiwasi.i .- CVF 0 05 0
4, 3. Perlinilungan Flora dan Fauna
1. Inventarisasi flora dan fauna langka/ditindunyi
a Ada 5 0,5 0,5
b Tidak ada Q 0.5 0
2. Usaha Pencegahan Perburuan
1, Gambar satwa yang dilindungi
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada 3.i8i stralegis 5 0,5 0,5
b Ada, mencukupi namun ditempatie n ¢ da lokasi yang kurang strategis 3 05 0,3
¢ Adanamun tidak mencukupi 2 05 0,2
d Tidak ada gambar satwa yang dil'r .ungi 0 05 0
2. Papan Larangan Berburu
2 Ada, mencukupi dan ditempatkan p.da lckasi strategis 5 0,5 0.5
b Ada, mencukupi namun ditempatar pada lokasi yang kurang strategis 3 0,5 0,3
¢ Adanamun tidak mencukupi 2 0,5 0,2
d Tidak ada papan larangan berburu 0 05 0
3. Koridor Satwa / Petak Pengungsian Satwa
a Tersedia koridor satwa dan saling berhubungan ar tara satu petak dengan petak 5 0.9 0,5
lainnya
b Tersedia koridor satwa namun tidak saling berhuungan antara satu petak 3 0.5 0,3
dengan petak lainnya
¢ Tidak tersedia koridor satwa / petak pengunesia) satwa 0 05 0
4. Areal Kelerengan > 40 %
a Ada 5 0,5 0,5
b Tidak ada 0 0,5 0
4. 4. Pengendalian Kerusakan
1. Perangkat Pemantauan Erosi/Sedimentasi (S AS!Pengukur Manual)
a Adadan berfungsi 5 0,5 0,5
b Ada dan tidak berfungsi 3 0,5 0.3
¢ Adanamun alat tidak terpasang 2 05 0,2
0 0,5 0

d Tidak ada
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2. Sistim pencegahan erosi dan sedimentasi
a Ada SOP, pencatatan dan evaiuasi secara berl ala 5 0,5 0,5
o Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada ev: luasi 3 05 0,3
¢ Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan ev:luasi 2 0.5 0,2
d Tidak ada SOP dan pencatatan ) 05 0
3. Pelaporan hasil pencatatan dan evaluasi
a Dilaporkan secara rutin ke instansi terkait 5 0.5 0,5
b Dilaporkan namun tidak ruitn 3 0,5 0,3
¢ Tidak pernah dilaporkan 0 05 0
4. Tindakan Pencegahan Erosi
1. Plot Pemantauan Erosi
a Adaplot pemantuan erosi 5 0,5 0,5
b Tidak ada plot pematauan erosi 0 0,5 0
2. Penanaman Cover Crops pada arnal tehing
a > 80 % ditanami 5 05 0,5
b 80-70 Y% ditanami 3 05 0,3
¢ BU-70 % ditanami 9 05 0,2
d <60 % ditanami 0 0.5 0
3. Rintangan Erosi
a Tersedia rintangan erosi dan jumlah imencukupi 5 05 0.5
b Tersedia rintangan erosi namun ju.nlahnya tidak mencukupi 3 0,5 0,3
¢ Tidak tersedia rintangan erosi khust snya pada areal yang rentang terjadiny 3 0 0.5 0
eros!
5. Pengendalian Hama dan Penyakit
1. SOP Pengendalian Hama dan Fenyakit
a SOP iengkap,disosialisasikan dilaksanakan serta dilakukan evaluasi dan 5 05 0,5
perbaikan
b SOP lengkap, disosiatisasikan tian dilaksanakan denga baik 4 05 0,4
¢ SOP lengkap, discsialisasikan namu. belum supenuhnya dilaksanakan 3 0,5 0,3
4 SOP lengkap namun belum dilakuan akan 2 0.5 0,2
e SOP tidak lengkap dan tidak disosialic asik: 1 0.5 0,4
f  Tidak tersedia SOP 0 0,5 0
2. Unit Khusus Yang Menangani Hama dan 2enyakit .
a Ada, mencukupi, telah dikukihkan Jan disertai dengan pelatihan yang 5 0,5 0,5
dilakukan secara periodik
b Ada, mencukupi, telah dikukuhlkan semun "idak disertai dengan pelatihan 3 0.5 0,3
yang dilakukan secara periodik
¢ Adanamun junlah perscniinya tidak mer sukugi 2 0.5 0,2
d Tidak tersedia unit khusus pengarn: nai hutan 0 0.5 0
3. Sarana dan Prasarana Pengendaian Hama dar. Penyakit
a Ada, mencukupi, dalam kondisi be . 5 05 0,5
b Ada, mencukupi namun sebagian ! m koncsi rusak(tidak berfungsi) 3 05 0,3
¢ Ada namun tidak mencukupi 2 05 0,2
d Tidak tersedia perlengkapan keamar an sebag aimana mestinya 0 05 0
6. Pencegahan Pencurian dan Perambatan {awasen
1 SOP pencegahan pencurian dan perambahan cawasan
a  SOP lengkap,disosialisagikan,ditaksanakan seita dilakukan evaluasi dan 5 0,5 0,5
perbaikan
b SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanan dengan baik 4 0,5 04
¢ SOP lengkap, disosialisasikan namun belum “:epenuhnya dilaksanakan 3 05 0,3
d SOP lengkap namun belum dilaksanakan 2 05 0,2
e SOP tidak lengkap dan tidak disosialisz sian 1 05 0,1
f  Tidak tersedia SOP 0 05 0
2 Personil SATPAM Pengamanan Hutan Alam
{ 1 orang untuk luasan 3000 s/d 6000 Ha)
a Cukup 5 0.5 05
b Tidak Cukup 0 0.5 0
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3 Keberadaan Personil SATPAM Pengamariar Hutan Alam
{ Jenjang Pendidikan dan Pelatihan)
a Seluruhnya memiliki sertifikat 5 0,5 0,5
b lebih dari 50 % memiliki sertifikat 3 .5 0,3
¢ Kurang dari 50 % memiliki sertifikat 2 0,5 0,2
d Tidak ada yang memiliki sertifikat 0 05 0
4 Ketersediaan sarana dan prasarana SATPAM Pengamanan Hutan Alam
Ketersediaan sarana dan prasarana berikut dalam kendisi baik
dan jumlah yang mencukupi yaitu:
Pos Jaga
Perumahan
Menara Pengawas
Alat Transportasi
Alat Komunikasi
Perlengkapan Kerja dan Safety
Perlatan Manual
a Tersedia seluruhnya 5 1 1
b Tersedia enam diantara tersebut diatas 4 1 0,8
¢ Tersedia lima diantara tersebut diatas 3 1 0,6
d Tersedia empat diantara tersebut Jialas 2 1 0,4
¢ Tersedia tiga diantara tersebut diatos 1 1 0,2
f  Tersedia dua diantara tersebut ¢.alas 0 1 0
5 Kegiatan patroli dan penyuluhan kepaca masyarakat
a Tersedia rencana kerja dan arggaran dan dilaksanakan secara pericdik 5 0.5 0,5
b Tersedia rencana kerja dan enggaran narun belum dilaksanakan secara 3 0,3 0,3
periodik
¢ Tidak tersedia rencana kerja d: n anggaran namun dilal sanakan walaupun 2 0,5 0,2
tidak teratur
d  Tidak tersedia rencana kerja angga.an dan ti :ak melaksanakan patroli serta 0 0, 0
penyuluhan sebagaimana mestinya
6 Penyelesaian konflik / masalah
a Tidak ada konflik 5 0,5 0,5
b Ada konflik dan dapat diselesaikan (d.sertai Berita Acara) 3 G5 0,3
¢ Ada konflik dan belum seluruhnya dapzt diset=sail.an(disertai Berita Acara) 2 0.5 0,2
d Ada konflik dan tidak dapat diselesair a1 0 0.5 0
7 SOP Penanganan konflik lahan
a SOP lengkap,disosialisasikan dilaksanar an serta dilakukan evaluasi dan 5 2,5 0,5
perbaikan
n  SOP lengkap, disosialisasikan Jai, di'aksanak an dengan baik 4 0.5 0,4
¢ SOP lengkap, disosialisasikan hatun bell m sepenuhnya dilaksanakan 3 0,5 0,3
d SOP lengkap namun belum dilaks: nakar 2 0,5 0,2
e SOP tidak lengkap dan tidak disosial'sasikan 1 0.5 0,1
f  Tidak tersedia SOP 0 056 0
7. Pencegahan dan Pengendalian Kebataraa
1. SOP pencegahan dan pengendalian kebakara:
a SOP lengkap disosialisasikan dilaksanakan scrta dilakukan evaluasi dan 3 05 0,5
b SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanak in dengan baik 4 05 0,4
¢ SOP lengkap, disosialisastkan namun belum ¢ epenunnya dilaksanakan 3 0,5 0,3
d SOP lengkap namun befum dilaksanakan 2 0,5 0,2
g SOP tidek lengkap dan tidak discsialisasikar 1 0,5 0,1
f  Tidak tersedia SOP 0 0.5 0
2. Unit khusus pengendalian kebakaran
a Ada, mencukupi, telah dikukuhkan dan cisertai dengan pelathan yang 5 0.5 0,5
dilakukan secara pericdik
b Ada, mencukupi, telah dikukuhkan namun fidak disertai gengan pelatihan 3 05 0,3
yang dilakukan secara pericdik
¢ Adanamun junlah personilnya tidak mencukups 2 0,5 0,2
0 0,5 0

d Tidak tersedia unit khusus pengamanan f:.tan
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3. Rencana kerja dan anggaran
a  Tersedia rencana kerja dan a1ggaran serta direafisasikan sepenuhnya 5 05 0,5
b Tersedia rencana kerja & an jgaran rengelolaan namun belum direalisasik an 3 05 0,3
sepenuhnya
¢ Tidak tersedia rencana kerja dan angga-an namun melaksanakan upaya 2 05 0,2
pengendalian kebakaran walaupun t.dak terat r
d  Tidak tersedia rencana kerja dan anygaran dan tidak mefaksanakan upaya 0 0,5 0
pengendalian kebakaran
4. Ketersediaan sarana & prasarana penger dalian kebakaran hutan
Ketersediaan sarana & prasarana berikut dalam kondisi baik dan jumiah
yang mencukupi yaitu ;
Alat manual dan mekanis
Mobil tangki/pemadam
Embung air
Menara api
Alat kemunikesi
Peta rawan kebakaran
a Tersedia seiuruhnya 5 0,5 0,5
b Tersedia lima diantara tersebut diatas: 4 05 0,4
¢ Tersedia empat diantara tersebut dia'as K] 0,5 0,3
d Tersedia tiga diantara tersebut di-itac 2 0,5 0,2
e Tersedia dua diantara tersebut diatas 1 0,5 0.1
f  Tersedia satu diantara tersebut diatas 0 0,5 0
5. Ketersediaan early warning sistem
a Tersedia erly warning system, disosialisasikan dengan baik terus menerus 5 0.5 0,5
b Tersedia early warning system namun belum fiscsialisasikan dengan baik 3 05 0,3
¢ Tidak tersedia early warning system 0 0,5 0
6. Stasiun pengamat iklim
a Ada dan berfungsi dengan baik 5 05 0,5
b Ada namun tidak berfungsi dengan baik 3 0.5 03
¢ Tidak ada 0 0,5 0
7. Upaya Preventif Pengendalian Kebakaran H itan
1. Ketersedian papan peringatan / himbauan ‘
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi strategis 5 0,5 0,5
b Ada, mencukupi namun ditermpatkan pd Ic<asi yg kurang sirategis 3 0.5 0,3
¢ Adanamun tidak mencukupi 2 0,5 0,2
d Tidak ada papan peringatan bahaya kebakaran hutan 0 0,5 0
2. Kegiatan penyuluhan,sosialisasi & pembinaan kpd masyarakat
a Tersedia rencana kerja dan anggaran dan dilaksanakan secara periodik 5 0,5 0,5
b Tersedia rencana kerja dan anggaran namun belum dilaksanakan secara 3 05 0,3
periodik
¢ Tidak tersedia rencana kerja dan anggeran namun dilaksanaks 1 walaupun 2 05 0,2
tidak teratur
d Tidak tersedia rencana kerja argge ran dan tidak metaksanakan geny Jl:than, 0 0.5 0
sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat
8. Kejadian kebakaran dalam satu tahun terakhir
a Tidak pernah 5 05 0.5
b Terjadi sekali dalam satu tahun teraknir 3 0,5 0.3
¢ Terjadilebih dari sekali dalam satu tahun terakhir 1 0,5 01
9. Perlindungan Flora dan Fauna
1. Gambar satwa yang dilindungi
a Ada, mencukupi dan ditempatkar pada lokasi strategis 5 05 0,5
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada fokasi yang kurang strategis 3 5 0,3
¢ Adanamun tidak mencukupi 2 0.5 0,2
d Tidak ada gambar satwa yan dilindt ngi 0 05 0
2. Papan larangan berburu
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi sirategis 5 05 0,5
b Ada, mencukupi namun ditempatkan paca loke si yang kurang strategis 3 0.5 0,3
s Ada namun tidak mencukupi 2 05 0.2
d Tidak ada papan larangan berburu a 0 0.6 0
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3. SOP Identifikasi Satwa Liar dan Habitatrya
& SOP lengkap,disosialisasikan, filaksanakan serta dilakukan evaiuasi dan 5 05 0,5
perbaikan
b SOP lengkap, disosialisasikan daa ditaksanakan c.2ngan baik 4 05 0,4
o SOP lengkap, disosialisastkan 1amun belum sepenunn /a dilaksanakan 3 0.5 0,3
d SOP lengkap namun belum dilaksanakan 2 05 02
s SOP tidak lengkap dan tidak discsia isasikan 4 0,5 0,4
f  Tidak tersedia SOP 0 0,5 0
4. 5. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
a Ada kebijakan LH & rencana kerja ~ “rta ailksanakar *an baik & berkelarjutan 5 1 1
b Ada kebijakan LH dan rencana kerja namun belur ¢ «sanakan sepenuhnya 4 1 08
¢ Ada kebijakan LH namun tidak memiiiki rencar 2 herja 3 1 0,6
d Tidak Ada kebijakan LK namun memiliki renca kerje 2 1 0,4
e Tidak ada kebijakan LH dan rencana kerj: o 1 0
2. Organisasi Unit PLH
3 Ada divisi knusus, dilengkapi tata laksar ¢ operasiunal dan berfurgsi cukup baik 5 1 1
b Ada divisi khusus, dilengkapi tata laks 31a opel asional namun belum berfungsi dgn 3 1 0,6
¢ Tidak ada divisi khusus namun sudah .'engk? i tata laksana operasional 2 1 0,4
d Tidak ada divist khusus dan tata laksana oper - ! 0 1 0
3. SDM Pelaksana PLH
a Ada, jumlah memadai dan mengikut pelatihc.n lingku::gan secara reguler baik internal 5 1 1
& Ada, jumiah memadai namun jarang mengikuti pelatih 2 lingkungan 4 1 0,8
¢ Ada, jumlahnya memadai nanun tigak pernah mengi<L! pelatihan/kursus lingkungan 3 1 0,6
d Ada petugas khusus namun jumiahnya terbatas 2 1 0,4
e Tidak ada petugas khusus dalam PLH 0 1 0
4. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ‘
a Anggaran memadai dan sesuai dengan program Yorkan 5 1 1
b Anggaran memadai namun tidak dimanfaa’: » imal J 1 0,6
¢ Anggaran tersedia namun lebih kecil dari ya i an 2 1 0,4
d Adausulan namun tidak dipenuhi ‘ 1 0,2
5. Dokumen Lingkungan
1. Dokumen AMDAL, UKL/UPL _
a Dokumen talah disankan dan melakuka: ) 1 1
kb Dokumen telah disahkan dan melakuks’ 4 1 0,8
¢ Dokumen tetah disahkan namun tidak r 3 4 0,6
d  Dokumen masih dalam tahap penyeles - 2 0,4
e Tidak memiliki dokumen pengeloiaan iingykungan hidup 0 i )
2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
a Dilaksanakan, sangat sesual REL 5 1 1
b Ditaksanakan, sesual RKL 3 1 0,6
¢ Dilaksanakan namun fidak sesu3i RXL 2 1 0,4
d Tidak dilaksanakan 0 L 0
3. Pelaksanaan Pemantauan Lin Jkungin
a Dilaksanakan, sangat sesual Rel 5 1 1
p Dilaksanakan, sesual RPL 3 1 0,6
¢ Ditaksanakan namun tidak sesuai RPL 2 4 0,4
d Tidak dilaksanakan 0 1 0
4. Kesesuaian antara RKL & RPL
a Sangat Sesual 5 1 1
b Kurang Sesuai 3 1 0,6
¢ Tidak Sesuai 0 1 0
5. SOP Pemantauan dan Pengelolaz: Lingkungan
a SOP Iengkap,disosiaﬁsasikan,dilaksanakan serla dilakukan evaluasi dan 5 05 0,5
perbatkan _
b SOP lengkap, disosialisasi<an dan ¢ laksanaken dengan haik 4 05 0,4
¢ SOP lengkap, disosialisasikan ne taun befum sepenunnya dilaksanakan 3 05 0,3
d SOP lengkap namun pelum dilaksanakan 2 05 0,2
e SOP tidak lengkap dan tidak disosic isasikan 1 0,£§ 0,1
f  Tidak tersedia SOP 0 05 0
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6. Prosedur Tanggap Darurat
8 Tersedia prosedur tanggap darurat, tersnsiaiisasikan dengan baik, svaluasi seczra 5 05 0,5
reguler dan dilakukan lathan peangsnan keadaaan darurat secara rutin
b Tersedia prosedur tanggap daarat, tersusialisasikan dengan baik, evaluasi secz a 4 0.5 04
reguler namun tidak pernak: dilakukan latihan pena‘iganan k.adaaan darurat secara
rutin
C Tersedia prosedur tanggap darurat, terscsiclis: it zn dengan baik namun tidak ada 3 05 0,3
evaluast secara reguler dan latihan penanganar: k >adaaan darurat sesara rutin
d  Prosedur tanggap darurat tersedia namun t dak tersosialisasikan dengan baik 2 0,5 0,2
@ Tidak tersedia prosedur tanggap darurat 0 0,5 0
4, 6. Pengelolaan Limbah B3
1. SOP Pengelotaan Limbah B3
a SOP lengkap, disosialisastkan dan dilaksanake.r. dengan haik 5 05 0,5
b SOP lengkap, disosialisasikan namun balum s > yenuh 1ya dilaksanakan 4 0.5 0,4
¢ SOP lengkap namun belum dilaksanakan 3 0,5 0,3
d SOP tidak lengkap dan tidak disosilis asikan 2 05 0,2
e Tidak tersedia SOP 0 0,5 0
2. Tempat Penyimpanan Sementara LimLah B3
a Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai e rsyar sian teknis bangunan | tersedia log 5 0.5 0,5
hook dar menyampaikan faporan secira ritin
b Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai peisyaratan ‘eknis bangunan , tersedia log 4 0,5 0,4
book namun belum menyampaikan lapcran secara rutin
C Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai persyaratar. teknis bangunan namun tidak 3 05 0,3
terdapat log book dan belum menyampaikan lag.oran secara rutin
d TPS limbah B3 tidak memenuhi persyaratan teknic bangunan sesuai ketentuan 2 0.5 0,2
yang berlaku
e Tidak memiliki TPS limbah B3 0. 0.5 0
3. lzin Penyimpanan Sementara Limbah B3
a Memiliki izin penyimpanan sementara fimbuh B3 yang masih berlaku 5 0.5 0.5
b Memiliki izin penyimpanan sementara limban 33 namun telah habis masa 3 0,5 0,3
berlakunya
¢ izin penyimpanan sementara limbah B3 masit dalam proses penyelesaian 2 0,5 0,2
d  Tidak memiliki izin penyimpanan sementara li-nbah B3 0. 05 0
4. Penyerahan dan Pemanfaatan Limbah B3
a Menyerahkan pada pengumpul yang memiiiki .zin dari KLH sesuai ketentuan 3 0.5 0,5
yang berlaku
b Pemanfaatan kembali limbah B3 dengan disertai izin dari KLH 3 05 0,3
¢ Pemanfaatan kembali limbah 83 diserta: izin dari KLH (izin dalam proses) 2 0,5 0,2
d Pemanfaatan kembali limbah B3 tanpa disertai izin dari KLH 0 0.5 0
4, 7. Pengelolaan Workshop dan Tempat Penyitnpanan BBM
1. Pengelolaan Workshop
a Permanen, lantai kedap air tertata -ipi.c.iiengkapi oil frap 5 05 0,5
b Permanen, lantai kedap air tertata rap’ namun tidak dilengkapi oil trap 3 0.5 0,3
¢ Permanen tertata rapi namun lanta’ tidek kedap air dan tidak dilenggaoi oil t-ap 2 0,5 0,2
d Tidak permanenlantai tidak kedap ail Jan tidak dilengkapi il frap 1 0,5 0,1
2. SOP Workshop
a Tersedia SOP workshop yang lengkip 5 0.5 0,5
b Tersedia SOP workshop namun tidak le gkap 3 05 0,3
¢ Tidak tersadia SQP 0 05 0
3. Tempat Penyimpanan BBM
a Tertutup, lantai kedap air dan dilengkapi off trap 5 0.5 0,5
b Terbuka, lantai kedap air dan ditengka)i oil trap 3 05 0,3
¢ Terbuka, lantai tidak kedap =ir dan ucak cifengkapi oil trap 1 05 0,1
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4. 8. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan
1. Ekolabel
a Telah mempercleh sertifikat ekolebel dan lembaga sertifikasi dalam 2 tahun 5 0.5 4,5
terakhir
b Telah mempercleh sertifikat ekolab :l dari lembaga sertifika: i dalam 1 tahun 4 0,5 0,4
terakhir
¢ Pernah mendapat sertifikat ekolabel nan un telah icabut oleh tim asesor karena 3 05 0,3
berbagai penyimpangan
d Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh {iv. 2ses %, tahapan & sistim 2 0,5 0,2
dokumentasi telah tersedia
e Proses awal untuk memperoleh sertfikasi « kolabel telah dilakukan 1 0,5 0,1
f  Tidak ada upaya dalam proses mempercler sertifikasi 2kolabel 0 05 0
2. 180 14001
a Telah memperoleh sertifikat 1SO 14001 derilembec - sertifi- asi dalam 2 tahun terakhir 5 0.5 0,5
b Telah memperoleh sertifikat 1SO 14001 dari leml. aga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir 4 0,5 04
€ Pernah mendapat sertifikat SO 14001 narr un 1 :lah dicabut oleh 1im asesor karena 4 Uo 0,3
berbanai penvimpanaan
d Proses sertifikasi sdg ditakukan oleh tim as< sor, tal.apan & sistim dokumentasi tersedia 2 0.5 0.2
e Proses awal untuk memperoleh sertifikas! 15O 140.:1 telah dilakuxan 1 0,5 0,1
f  Tidak ada upaya dalam proses memperolt serif kasi 1SO 14001 0 0,5 0
3. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Lainry.
a Telah mempercleh sertifikat PHTL dari le mbaga s« rtifikasi 5 0,5 0,5
dalam 2 tahdn terakhir
b Telah memperoleh sertifikat PHTL dari lembaga s rtifikasi 4 0,5 04
dalam 1 tahun terakhir
¢ Pernah mendapat sertifikat PHTL namun telah diciibut olel tim asesor 3 05 03
karena berbagai penyimpangan
d Proses sertifikasi sdg dilakukan tim asescr, tahar an & sistim dokumentasi 2 0.5 0,2
telah tersedia
e Proses awal untuk memperoleh sertikasi P11TL telah dilakukan 1 05 0,1
f Tidak ada upaya dalam proses memperoleh sertifikasi PHTL. 0 0,5 0
4, Audit Lingkungan
a Audit lingkungan dilakukan secara rutin minimz| 2 tahun sekafi oleh lembaga 5 0,5 0,5
audit independen dan memiliki audit ingkunga 1 internaf perusahaan '
b Audit lingkungan dilakukan secara rutin minim al 1 tahun sekali oleh tim audit 4 0,5 0,4
lingkungan internal perusahaan sesuai kaidah audit yang benar
¢ Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit lingk.ingan internal perusahaan ses.iai 3 0,5 0,3
kaidah audit yang benar namun tidak terprogram
d Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit lingkungan internal perusahaan namun 2 0,9 0,2
tidak sesuai kaidah audit yang benar dan tidak terprogram
e Tidak pernah melakukan audt lingkungan 0 05 0
4. 9. Dampak Lingkungan
1. Erosi (pada daerah yang terukur)
a Ringan (dibawah ambang batas. 5 0,5 0,5
b Sedang 3 0.5 0,3
c Berat 0 05 0
2. Banjir
a Tidak ada baniir pada musim hujan 5 0r 0,5
b Terjadi hanya berupa spot-pot di areal ke ria pada musim hujan 3 0.5 0,3
¢ Terjadi di sebagian besar lokasi dan pemukiman pada musim hujan 0 0,9 0
SKORE IV 40
5. SOSIAL EKONOMI
5. 1. Penyerapan Tenaga Lokal & Perluasan Kasempatan Kerja
a Adadan cukup 5 1 1
b Ada, terbatas 3 1 0,6
¢ Tidak ada 0 1 0
5. 2. Kebijakan dan program pengembang . kemssyarakatan
a Upaya pengembangan kemasyarakate.n merupakan program  ang menjadi salu 5 1,8 1,5
kesatuan dengan bisnis perusahaan dar rfilakuka:1 dengan konsep ketenanjutan
dengan mengintegrasikan keseimbangan enonomi fir jkungan dan sosial serta
re 1cana pembangunan pemerintah setempal
4 185 1,2

Kebijakan dan program pengembangan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial
ekonomi masyarakat serta partisipasi masyaewat yang tir 3gi
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¢ Kebijakan dan program pengemhangan rr.asyarakat berdasarkan partisipasi 3 1.5 0,8
masyarakat namun tanpa kajian aspek sosiai ekenomi masyarakat terlebih dahulu
d  kebijakan dan program pengembangan masyarakat tanpa perencanaan dan 2 1.3 0,6
partisipasi masyarakat
& Kebijakan dan prcgram pengembanga 1 masyarakat hanya berJasarkan permintaan 1 15 03
masyarakat
f  Tidak ada kebijakan dan program pembordiyaan ma: yarakat 0 1.5 0
5. 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
a8 Upaya peningkatan kualitas pendidikan masya ‘akat imerupakan program konsep 5 1.5 1,5
yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis pen sahaan dan dilakukan dengan
keberlanjutan dengan mengintegrasikan kesci nbangan ekonomi lingkungan
dan sosial serta rencana pembangunan per.ier ntah saten pat
b Program peningkatan kualitas pendidixan m: s arak: t berdasarkan kajian aspek 4 135 1,2
sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi mas,« kat y ing tinggi
¢ Program peningkatan kualitas pendidikan masy. ra':al berdasarkan partisipasi 3 1.5 0,9
masyarakat namun tanpa kajian aspek so< ai« xonomi m 1syarakat terlebih dahuln
d Program peningkatan kualitas pendidihan masyaraka’ dilakukan 2 1.5 0,6
tanpa parencanaan dan partisipasi masy: akat
& Program peningkatan kualitas pendidikan "*anya b-rdasarkan permintaan 1 1.5 0,3
masyarakat
f  Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas uer.didikan masyarakat 0 1,5 0
5. 4. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
a  Upaya peningkatan kuaiitas kesehatan masyarakat n:erupakan program yang 5 15 1,5
menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan c'an ditakukan dengan konsep
keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangs n ekonomi lingkungan
b Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat oerdasarkan kajian aspek 4 19 1,2
sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi
¢ Program peningkatan kuaiitas kesehatan masyarak: t berdasarkan partisipasi 3 15 09
masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat
terlebih dahulu
d  Program peningkatan kualitas kesehatan masyarak. dilakukan tanpa 2 15 0,6
perencanaan dan partisipasi masyarakat
e Program peningkatan kualitas kesehatan hanya brdasarkan permintaan masyarakat 1 1.9 0,3
f  Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas kesehat: n masyarakat 0 15 0
5. 5. Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan
a  Upaya pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan merupakan program yang 5 19 1,5
menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan diakukan dengan konsep
keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ckonomi lingkungan
dan sosial serta rencana pembangunan permerintah setem.pat
b Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan berdasarkan kajian aspek sosial 4 1.5 1.2
ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi
¢ Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan berdasarkan partisinasi 3 15 0,9
masyarakat namun tanpa kajian aspek sosiai ukonomi masyarakat
terlebih dahulu
d  Program pemberdayaan ekonomi kemasvirakatan dilakukan tanpa perer cana: n 2 15 0,6
dan partisipasi masyarakat
e Program pemberdayaan ekonomi kemasyai akatan hanya berdasarkan 1 15 03
permintaan masyarakat
¢ Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonom kemasyarakatan 0 1,5 0
5. 6. Pembangunan Infrastruktur
a  Upaya pembangunan infrastruktur merupakan program yang menjadi satu 5 1.5 1,5
kesatuan dengan bisnis perusahaan dan rfilakukan dengan konsep keberianjutan
dengan mengintegrasikan keseimbanga ekanomi lingkungan dan sosial serta
rencana pembangunan pemerintah setempat
b Program pembangunan infrastruktur berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi 4 1.5 1,2

masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tingg
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¢ Program pembangunan infrastructur berdasarkan partisipasi masyarakat namun 3 1.8 0,9
tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terletih dahulu
d  Program pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa perencanaan 2 15 0,6
dan partisipasi masyarakat
€ Program pemberdayaan ekonomi ke r.asyarakatan hanya berdasarkan 1 1.6 0,3
permintaan masyarakat
f  Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonori kemasyar akatan 0 1.5 0
5. 7. Konflik Sosial dengan Masyarakat
a Tidak Ada 5 1,5 1,5
b Adadan dapat disefesaikan (disertai Berita Aszra) 3 1,5 09
¢ Adadan belum seluruhnya dapat diselesatkan aisertai Berita Acara) 2 1,5 0,6
d Ada dan tidak dapat diselesaikan 0 1,5 0
SKOREV 10
TOTAL SKORE |
PERINGKAT -
KRITER!A
EMAS 91-100 % (SANGAT BAIK)
HIJAU 71- 80 % (BAIK)
BIRU 41-70 % (SEDANG)
MERAH 21 .40 % (JELEK)
HITAM 0- 20 % (SANGAT JELEK)




SKORING PENILAIAN

| T
NO. KOMPONEN PENILAIAN BOBOT (%) | SCORE
TERTINGG! | KRITERIA PENILAIAN
1. | PERENCANAAN 15 15
SANGAT BAIK - 91 - 100
2. | PENGORGANISASIAN 5 5 BAIK 11~ 90
SEDANG 41- 70
3. | PELAKSANAAN & PENGAWASAN 30 30 JELEK 21 a0
SANGAT JELEK : 0 - 20
4. | KONSERVASI & LINGKUNGAN 40 40
5. | ASPEK SOSIAL EKONOMI 10 10
JUMLAH 100 100

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTXN TIMUR,
/
/ e
/ —

H. AWANG FAROEK ISHAK




LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAM PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN { HPH / {LIPHH £ ), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN
INDUSTRI ( HPHTI/IUPHHK-{T) DAM PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN PERVEEUIMAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP

INDIKATOR / KRITERIA PENILAIAN LAPANGAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN (PROPER) H4AK PIINGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)

A. DATAUMUM:

a.

Nama Perusahaan
Nama Pemilik

Alamat Perusahaan
1. Pusat

2. Cabang

Lokasi Kebun
Desa

- Kecamatan

- Kabupaten
Provinsi

Jenis Tanaman Yang Diusahakan



PENILAIAN JENIS KEG/AT AM

NILAl | BOBOT| SKOR

1. ASPEK MANAJEMEN

1. Perencanaan Tahunan Perusahaan
Beluin dibuat
Dalam Proses Penyusunan
Sudah dibuat belum disahkan
Sudah dibuat dan disahkan

2. Perencanaan 5 Tahunan Perusahaan
Belum dibuat
Dalam Proses Penyusunan
Sudah dibuat belum disahkan
Sudah dibuat dan disahkan

3. Tenaga Ketja
Ada, kurang mencukupi
Ada, mencukupl, penemp:itan <Urang sesuai keahlian
Ada, mencukupi, penempatai: sesuai keahlian

4. Pelaporan
Ada, belum dikirim
Ada, hanya dikirim ke Kab./Kota
Ada, hanya dikirim ke Provinsi
Ada, dikirim ke Dirjenbun, Provinsi dan Kaa /Kota
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SKORE |

20

2. ASPEK PELAKSANAAN

1. Pemanfaatan Lahan
Presentase luas lahan yang sudah dimanfaatkan 30 %
Presentase iuas lahan yang sudah dimanfaatkan 50 %
Presentase luas lahan yang sudah dimanfaatkan 20 %
Presentase luas lahan yang sudah dimanfaatkan 100 %

2. Pemeliharaan Tanaman

z. SOP ’

fat]

Tidak ada SCP dan pencatatan
b Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi
¢ Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala
b. Pelaksanaan Pemupukan
Tidak dipupuk
Di pupuk, kurang dari dosis anjuran
Bi pupuk, sesuai anjuran
. SOP Pemupukan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma (HFG)
a Tidak ada SOP dan pencatatan
b Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi
¢ Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala
. Pengendalian Hama dan Penyakit
Tidak menggunakan sistem monitoring
Menggunakan sistem monitoring
Menggunakan sistem menitoring oleh regu khusus
e. SOP Pengendalian Gulma
a Tidak ada SOP dan pencatatan
b Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi
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¢ Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi 3 2
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkale 5 2
f. Teknolog Pengendalian Guima (TPG)
Tidak pernah dikendalikan 0 3 0
Menggunakan Pestisida Kimia saja . 3 1,8
Menggunakan gabungan beberapa teknik (Kultur Tekr s, IMekan's & Musuh Alami) 5 3 3
SKORE I - 20
3. ASPEK SOSIAL, PENGABDIAN DAN LINGKUNGAN
1. ASPEK SOSIAL
1. Jaminan Sosial
1. Pengupahan/ Sonus
Tidak sesuai peraturan 1 25 0,5
Sesuai aturan Perusahaan 3 25 15
Sesual aturan Pemda 5 2.5 25
2. Keselamatan Kerja
Tidak dilaksanakan 0 25 0
Dilaksanakan, tidak sesuai per.ituran 1 25 0,5
Dilaksanakan, tetapi kadang- xadar g 3 25 1.5
Dilaksanakan, sesuai aturan kerj: 5 25 2,5
2. Fasilitas Sosial Di Lingkungan Kebun
1. Kesehatan
Tidak ada 0 25 0
Ada, kurang memenuhi syarat 3 25 1,5
Ada, cukup baik 5 2,5 25
2. Sekolah
Tidak ada 0 25 0
Ada, kurang memenuhi syarat 1 2,5 0,5
Ada, cukup baik 3 25 1,5
Ada, sangét baik dan lengkap 5 25 25
3. Rumah Ibadah
Tidak ada 0 25 0
Ada, kurang memadai 3 25 1,5
Ada, sangat memadai 5 25 25
4. Olahraga/Hiburan
Tidak ada 0] 2.5 0
Ada, kurang memenuhi syarat 3 2,5 1,5
Ada, cukup baik 5 25 2,5
2. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
1. Peningkatan Keterampilan dan Latihan
Tidak ada 25 0
Ada, tidak sesuai kebutuhan 25 15
Ada, sesuai kebutuhan 25 2,5
2. Pembelian, Pemasaran hasil produksi milik masyarakat s« kicar
Tidak ada 0 25 0
Ada, tidak kontinyu 3 25 1,5
Ada, kontinyu 5 25 2,3
3. Penyediaan bibit { benih unggul [ kebun plasma untuk m1s yaraket
Tidak dilakukan 0 25 0
Oilakukan, urtuk sebagian desa saja 3 25 1,5
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Dilakukan, untuk seluruh desa sekitar 5 25 2,5
4, Pembangunansaranajman
Tidak dilakukan 0 25 0
Cilakukan & 25 25
5. Pembangunan sarana pendidikan
Tidak dilakukan 0 25
Dilakukan 5 25 25
6. Pembangunan Sarana Ibadal;
Tidak dilakukan 0 25 0
Dilakukan 5 25 2,5
7. Pemberian Beasiswa
Tidak dilaksanakan 0 25
Dilaksanakan 5 25 2,5
8. Penggunaantenagakeqalokm
Tidak ada 0 25 0
Ada, kurang dari 10 % 3 25 1,5
Ada, lebih dari 10 % 5 25 2,5
. LINGKUNGAN
1. Organisasi khusus pemantauan IPAL
Tidak ada 0 3 0
Ada, kurang mencukupi 3 3 1,8
Aca, mencukupi, dilakukan secara rufin 5 3 3
2. Instaiasi Pengolahan Limbah (IPAL)
Belum dibuat / belum ada 0 3 0
Ada, tetapi tidak mampu mengolah semua volume limbah 1 3 0,6
Ada, mampu mengolah semua volume limbah 3 3 1,8
Ada, menggunakan Land Aplication System mampu mengulah semua volume limbah 5 3 3
3. Dokumen AMDAL
Tidak ada 0 0
Ada : 5 3 3
4. Konservasi tanah dan air
1. Terasiring
Tidak dibuat 0 25 0
Dibuat 3 2.5 1.5
Dibuat dan ditanami LCC 5 25 25
2. Penganekaragaman Tanaman
Tidak dilakukan 0 | 25 0
Dilakukan 5 25 2,5
5. Pengendalian Kebakaran
1. Petugas Khusus
Tidak ada 0y 25 0
Ada 25 2,5
2. Peralatan Pengendalian
Tidak ada 23 0
Ada, manual 23 1.3
Ada, mekanis dan manual 25 25
3. Pemantavan
Tidak dilaksanakan 0 2 0
Difaksanakan, tidak rutin 2 1.2
5 2 2

Dilaksanakan, rutin
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4. Embung Air

Tidak ada 0 2 0

Ada, tidak mencukupi 4 2 1,2

Ada, mencukupi 5 2 2

6. ldentifikasi dan Alokasi Kawa ;an HCVF (Hutan Bernilai Konserv.isi Ting 3i)
a  Telah dilakukan identifkas ' dan alokasi kawasan HCVF 5 2
b Belum dilakukan identifkasi dan alokasi kawasan HCVF 0 0
SKORE ili 60
TOTAL SKORE
PERINGKAT

EMAS

HIJAU

BIRU

MERAH

HITAM

KRITERIA
Total nilai 91-100 (SANGAT BAIK)

Total nilai 71-90 { BAIK)
Total nilai 41-70 {SEDANG]
Total nilai 21-40 (JELEK)

Total nilai 0 - 20 (SANGAT JELEK)




SKORING PENILAIAN

NO. KOMPONEN PENILAIAN BOBOT (%) | SCORE
TERTINGG! | KRITERIA PENILAIAN
1. | ASPEK MANAJEMEN 20 20
SANGAT BAIK 91 - 100
2. | ASPEK PELAKSANAAN 20 20 BAIK $71- 80
SEDANG 41- 70
3. ASPEK SOSIAL & LINGKUNGAN 60 60 JELEK S91 - 40
SANGAT JELEK : 0 - 20
JUMLAH 100 100
Samarinda, 15 Januari 2009
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LAMPIRAN Vi

Il.

PERATURAN

INDUSTRI

GUBERNUR

(HPHTI / IUPHHK - HT

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KALIMANTAN
01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PE
PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGU
HUTAN (HPH / IUPHHK),

TIMUR

KRITERIA PERINGKAT KINERJA PE
PENGUSAHAAN HUTAN (HPHAUPHHK),
TANAMAN INDUSTRI (HPHTVIUPHHK-HT)

RUSAHAAN (PROPER) HAK
HAK PENGUSAHAAN HUTAN
DAN PERKEBUNAN

PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH/IUPHHK) -

NO KRITERIA PERINGKAT KATEGORI PENILAIAN SKORE
1. | PERINGKAT EMAS SANGAT BAIK 91-100
2. | PERINGKAT HIJAU BAIK 71-80
3. | PERINGKAT BIRU SEDANG 41-70
4. | PERINGKAT MERAH JELEK 21-40
5. | PERINGKAT HITAM SANGAT JELEK 0-20

PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN

INDUSTRI (HPHTIIUPHHK-

HT) :
NO KRITERIA PERINGKAT KATEGORI PENILAIAN SKORE
1. | PERINGKAT EMAS SANGAT BAIK 91-100
2. | PERINGKAT HIJAU BAIK 71-90
3. | PERINGKAT BIRU SEDANG 41-70
4. | PERINGKAT MERAH JELEK 21-40
5. | PERINGKAT HITAM SANGAT JELEK 0-20

NOMOR
NILAIAN
SAHAAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN
) DAN PERKEBUNAN TERHADAP




»

-

PERUSAHAAN PERKEBUNAN :

NO KRITERIA PERINGKAT KATEGORI PENILAIAN SKORE

1. | PERINGKAT EMAS SANGAT BAIK 91-100
2. | PERINGKAT HIJAU BAIK 71-90
3. | PERINGKAT BIRU SEDANG 41-70
4. | PERINGKAT MERAH JELEK 21-40
3. | PERINGKAT HITAM SANGAT JELEK 0- 20

Samarinda, 15 Januari, 2009

/

BERNUR KALIMANE/\N TIMUR,

s

H. AWANG FAROEK ISHAK




